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KATA PENGANTAR
 ِِﻪﺑ َﻢَﺘَﺧ ﱟِﱯَﻧ ﻰَﻠَﻋ ُﻪََﻟﺰْـَﻧأَو َﺐُﺘُﻜْﻟا ِِﻪﺑ َﻢَﺘَﺧ ًﺎﺑﺎَﺘِﻛ َنآْﺮُﻘْﻟا َﻞَﻌَﺟ ىِﺬﱠﻟا ﷲ ُﺪْﻤَْﳊَا ٍﺪِﻟﺎَﺧ ٍمﺎَﻋ ٍﻦْﻳِﺪِﺑ َءﺎَﻴِْﺒَﻧْﻷا
 ِﺑَو ُتﺎََﻛﺮَـﺒْﻟاَو ُتَاﺮ ْـَﻴْﳋا ُلﱠﺰَـﻨَـﺘَـﺗ ِﻪِﻠْﻀَﻔِﺑَو ُتَﺎِﳊﺎﱠﺼﻟا ﱡﻢَِﺘﺗ ِﻪِﺘَﻤْﻌِِﻨﺑ ىِﺬﱠﻟا َنَﺎﻳْدَْﻷا ِِﻪﺑ َﻢَﺘَﺧ ُﻖﱠﻘَﺤَﺘَـﺗ ِﻪِﻘْﻴِﻓْﻮَـﺘ
 َو ﷲا ﱠﻻِإ ََﻪﻟ◌ِِإ َﻻ َْنأ ُﺪَﻬْﺷَأ .ُتَﺎﻳﺎَﻐْﻟاَو ُﺪِﺻﺎَﻘَﻤْﻟا ُُﻪﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ اًﺪﱠﻤَُﳏ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ُﻪَﻟ َﻚِْﻳﺮَﺷَﻻ ُﻩَﺪْﺣ
 َأ ِِﻪﺑﺎَﺤْﺻَأَو ِِﻪﻟآ ﻰَﻠَﻋَو ٍﺪﱠﻤَُﳏ ﻰَﻠَﻋ ﷲا ﻰﱠﻠَﺻَو.ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠَﻣأ ،ْﲔِﻌَْﲨ
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 












































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 ََفْيَك : kaifa 
 ََؿْوَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 


































fath}ah  dan ya>’ 
 
ai a dan i ََْىػ 
 
fath}ah dan wau 
 














fath}ah dan alif atau ya>’ 
 
ىَ ََ...َ|َاَ ََ... 
 






a dan garis di atas 
 
kasrah dan ya>’ 
 
i> i dan garis di atas 
 







ََتاَم : ma>ta 
ىَمَر : rama> 
 ََلْيِق : qi>la 
َُتُْوَيَ : yamu>tu 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
َِؿاَفْطَلأاَ َُةَضْوَر : raud}ah al-at}fa>l 
َُةَلِضاَفَْلاَ َُةَنْػيِدَمَْلا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
َُةَمْكِْلَْا : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (   ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ََانَّبَر : rabbana> 
ََانْيََّنَ : najjaina> 
 َقَْلَْا : al-h}aqq 
ََمِّعُػن : nu‚ima 
 َوُدَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّىِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 َىِلَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 َبَرَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
َُسْمَّشَلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
َُةََلزْلَّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
َُةَفَسْلَفَْلا : al-falsafah 
َِِ ِِ ِِ ِبَْلاَُدَلا  : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
ََفْوُرُمَْأت : ta’muru>na 
َُعْوَّػنَلا : al-nau‘ 
 َءْيَش : syai’un 
َُتْرُِمأ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (للها) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِللهاَُنْيِد di>nulla>h  َِللهِاب billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t }ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
َُهَِللهاَِةَْحَْرَْفَِْم     hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 











B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 

















Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
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Masalah pokok  dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep maqa>s{id al-
syari>’ah terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga. Deskripsi tersebut lahir dari berbagai fenomena dan 
fakta kekerasan. Kesalahan dogma agama serta kultur menjadi penyebab langgengnya 
kekerasan dalam rumah tangga. Tahun 2004, Undang-Undang tentang Penghapusan 
Kekerasan dalam Rumah Tangga lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum 
wanita, utamanya isteri yang menjadi korban kesewenangan suami. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bentuk-
bentuk kekerasan yang selanjutnya menawarkan pemikiran atau konsep hukum 
terhadap undang-undang agar sesuai dengan maqa>s{id al-syari>’ah. 
Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Adapun sumber data 
bersifat penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan normatif dan yuridis. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis 
data dengan analisis kritis. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam 
rumah tangga sangat beragam, mulai kekerasan fisik, psikis, ekonomi bahkan 
seksual, mulai dari intensitas ringan, sedang bahkan berat. Dogma agama yang salah, 
kultur serta kepribadian menjadi fakor penyebab terjadinya kekerasan. Undang-
Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 
Tangga disahkan dengan berdalih untuk melindungi kaum isteri dari kesewenangan 
suami. Namun pasal-pasal yang termuat justru cenderung bertentangan dengan 
hukum Islam. Maqa>s}id al-syari>’ah, sebagai doktrin hukum Islam memberikan sudut 
pandang serta konsep hukum terhadap pasal-pasal tersebut agar sesuai dengan tujuan 
hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.  
Pasal 44 ketentuan pidana kekerasan fisik, denda sebaiknya diberikan kepada 
korban, bukan ke negara. Pasal 45 ketentuan pidana kekerasan psikis, denda juga 
sebaiknya diberikan kepada korban. Pasal 8 ayat a pemaksaan hubungan seksual 
sebaiknya disertai alasan yang bisa dibenarkan. Pasal 9 ayat b suami boleh melarang 
isteri bekerja dengan alasan yang bisa dibenarkan. Pasal  15 orang yang terlibat 




A. Latar Belakang Masalah
Pernikahan adalah hal yang fitrah dan didambakan oleh setiap orang, baik itu
laki-laki maupun perempuan yang sudah balig. Allah swt. menciptakan manusia
dengan rasa saling tertarik kepada lawan jenis dan saling membutuhkan untuk
mendapatkan ketenangan dan keturunan dalam hidupnya. Bahkan pernikahan adalah
rangkaian ibadah kepada Allah swt. yang di dalamnya banyak terdapat keutamaan
dan pahala besar yang diraih oleh pasangan tersebut.
Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam perjalanan hidup manusia.
Pernikahan teramat agung untuk hanya diartikan sebagai hubungan lawan jenis saja.
Namun lebih dari itu, nikah adalah hubungan antara pria dan wanita untuk membina
dan membentuk komunitas keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah penuh
keberkahan dunia dan akhirat.
Pernikahan bagi manusia, bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan biologis
semata yang berdasar pada kehendak setiap pribadi, melainkan suatu amalan yang
dianjurkan untuk dipenuhi agar terpelihara kesucian pergaulan daan kemurnian
keturunan sebagai wadah pemeliharaan martabat manusia.1
Keluarga merupakan sebuah unit sosial terkecil dalam masyarakat dan
perkawinan adalah institusi dasarnya. Pernikahan merupakan sebuah media yang
akan mempersatukan dua insan dalam sebuah rumah tangga dan satu-satunya ritual
pemersatu yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan maupun hukum
1Noer Huda Noor, Wawasan Al-Qur’an Tentang Perempuan (Cet. I; Makassar: Alauddin
Press, 2011), h. 46.
2agama. Perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara
seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.2 Sedangkan dalam Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).3
Dari kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa pernikahan berakibat
adanya hak dan kewajiban antara suami isteri serta bertujuan mengadakan pergaulan
yang dilandasi tolong menolong, di samping itu juga bertujuan sebagai sarana untuk
menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di
permukaan bumi.4
Sepasang manusia (laki-laki dan perempuan) yang telah melangsungkan
pernikahan secara sah menurut syari’at Islam, berarti telah membentuk suatu rumah
tangga atau suatu keluarga. Konsekuensi logis dari suatu rumah tangga yang telah
diikat oleh pernikahan menurut hukum adalah terciptanya kewajiban dan hak bagi
kedua belah pihak (suami isteri). Keduanya secara mutlak bertanggung jawab atas
keutuhan dan kesejahteraan rumah tangga (keluarga) dengan fungsi dan tugas yang
seimbang, sekalipun dalam wujudnya dijumpai perbedaan-perbedaan.5
2Abu Zahrah, al-Ahwa>l al-Syakhs}iyah (Cet. III; al-Qa>hirah:  Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1975), h.
18.
3Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam
Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 131.
4Abdul Azis Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru
Van Hoeve, 1996), h. 1329.
5Noer Huda Noor, Wawasan Al-Qur’an Tentang Perempuan, h. 55.
3Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya.6 Keluarga adalah
umat kecil yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan
kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Umat besar atau
satu negara demikian pula halnya. Al-Qur’an menamakan satu komunitas sebagai
umat dan menamakan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai umm. Karena ibu
yang melahirkan itu dan yang dipundaknya terutama dibebankan pembinaan anak
dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang umat, tiang negara dan bangsa.7
Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sana mereka
mempelajari sifat-sifat mulia. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung
dan pembangkit lahirnya bangsa dan masyarakat.8
Keluarga bahagia, keluarga yang dilandasi dengan cinta kasih suami isteri.
Cinta adalah rasa yang terdalam dalam diri manusia, yang hanya diketahui oleh yang
bersangkutan dan Allah swt. yang menggenggam hati manusia. Rasa cinta yang
tumbuh di antara suami isteri merupakan cinta yang sifatnya fitrah. Tidaklah tercela
orang yang senantiasa memiliki rasa cinta asmara kepada pasangan hidupnya yang
sah. Bahkan hal itu merupakan kesempurnaan yang semestinya disyukuri. Perasaan
cinta kepada pasangan hidup, kadang mengalami gejolak sebagaimana pasang surut
yang dialami sebuah kehidupan rumah tangga. Tinggal bagaimana menjaga
tumbuhnya cinta itu agar tidak layu, terlebih mati.
6M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1994), h. 253.
7M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat , h. 255.
8M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, h. 255.
4Begitu pula pernikahan, setiap manusia terutama seorang muslim yang
memasuki kehidupan pernikahan, selain mengikuti sunah rasul, juga tidak terlepas
dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Pernikahan dapat diharapkan menjadi
suatu pernikahan yang bahagia apabila pelaku pernikahan memiliki rasa saling
mencintai serta menyayangi yang direalisasikan dalam bentuk melaksanakan segala
bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan
membawa kebahagiaan dan ketentraman. 9
Akan tetapi, perjalanan sebuah pernikahan tidaklah selalu tenang dan
menyenangkan. Adakalanya, kehidupan pernikahan begitu ruwet dan memusingkan,
mengingat dalam rumah tangga banyak permasalahan yang akan timbul. Hal
tersebut disebabkan dari hilangnya perasaan saling cinta dan kasih sayang.
Pernikahan ibarat biduk, yang mengarungi lautan bebas yang luas, penuh dengan
segala gangguan dan marabahaya. Bila perahu yang ditumpangi tersebut kurang
kokoh, maka jangan mengharapkan tercapainya pantai tujuan yang dicita-citakan.
Begitu pula pernikahan yang akan selalu menghadapi seribu macam
gangguan. Gangguan tersebut bukan tidak mungkin akan memadamkan perasaan
cinta yang dulu membara berganti dengan benih-benih perselisihan. Timbulnya
perselisihan antara suami isteri sering diakibatkan kesalahan tindakan suami kepada
isterinya atau sebaliknya.10 Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan yang
bersangkutan akan tabiat dan kebiasaan masing-masing, yang bukan tidak mungkin
akan semakin meruncing dan berujung pada tindakan kekerasan.
Kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi fenomena sosial yang sering
terjadi di semua lapisan masyarakat, baik kelas ekonomi tinggi maupun bawah,
9Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 107.
10Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, h. 108.
5secara umum kekerasan dalam rumah tangga bisa dialami oleh siapa saja baik itu
perempuan maupun laki-laki. Meski tidak bisa dipungkiri bahwa korban kekerasan
terbesar menimpa pada perempuan. Sejauh ini penanganan segala bentuk kekerasan
dalam rumah tangga hanya menjadi urusan domestik setiap rumah tangga. Artinya,
negara dilarang campur tangan ke ranah domestik warga negaranya. Seberat apapun
penderitaan yang menimpa korban, anggota rumah tangga itu pula yang berhak
untuk atau tidak menyelesaikannya. Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam
rumah tangga tidak jarang menimbulkan akibat penderitaan yang serius bagi korban
bahkan sampai menimbulkan matinya korban. 11
Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan
kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui dalam sebuah pernikahan dan tidak
jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga.
Pelaku kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh laki-laki, suami terhadap
isteri. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini jika dikaitkan dengan teori
relasi kekuasaan dari M. Foucault bisa jadi disebabkan oleh persepsi suami, bahwa
dia sebagai kepala keluarga sehingga mempunyai kekuasaan terhadap isteri dan
anak-anaknya. Karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, suami pun
merasa berkuasa pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga.12
11Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kedutaan Besar Perancis
di Indonesia, Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Panduan Pelatihan HAM tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Jakarta: DepHumHam, 2008).
12M. Foucault, Power/Knowledge (New York: Panthenon Books, 1980), h. 133. Lihat pula
Kazuo Shimogaki, Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi’s
thought: A Critical Reading, terj. M. Imam Azis dan M. Jadul Maula dengan judul Kiri Islam Antara
Modernisme dan Postmodernisme Kajian Kritis Atas Pemikiran Hassan Hanafi (Cet. IV; Yogyakarta:
LKIS, 2000), h. 31-32.
6Kekerasan dalam rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh pemahaman
budaya masyarakat, ini terbukti dengan masih ditemukan dalam masyarakat yang
memahami bahwa pernikahan sebagai hubungan yang tidak seimbang. Pernikahan
dipahami sebagai hubungan antara subjek dan objek “atas” dan “bawah”, penguasa
dengan yang dikuasai. Seringkali suami ditempatkan pada posisi yang berkuasa dan
isteri sebagai pihak yang dikuasai.13 Kondisi ini semakin parah karena telah
menempatkan suami pada posisi yang dilayani sedangkan isteri pada posisi yang
wajib melayani.14
Menurut budaya masyarakat yang berlaku pertengkaran atau kekerasam oleh
anggota keluarga adalah aib yang harus ditutup rapat, secara tidak langsung ikut
melanggengkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi konstruksi
sosial yang menempatkan perempuan atau anak pada kelompok masyarakat rentan,
ketidakberdayaan mereka semakin menempatkan mereka pada posisi yang
terpuruk.15
Hal ini terjadi karena masih adanya sebagian orang sering salah menginter-
pretasikan firman Allah dalam QS al-Nisa>/4: 34.
                
                    
                     
         
13Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.II;
Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 48.
14Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , h. 50.
15Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kedutaan Besar Perancis
di Indonesia, Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Panduan Pelatihan HAM tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
7Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka
nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha Besar.16
Mereka menganggap bahwa ayat tersebut dapat dijadikan legitimasi bahwa
kaum pria (suami) dapat melakukan apasaja kepada pasangan selaku pemimpin.
M. Quraish Shihab mengemukakan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut
menunjukkan kedudukan suami sebagai penanggung jawab keluarga. Kata  لﺎﺟ ﺮﻟا
(al-rija>l) adalah bentuk jamak dari kata ﻞﺟر (rajul) yang biasa diterjemahkan lelaki.
Mayoritas ulama memahami kata al-rija>l dalam ayat ini dalam arti para suami. Kata
 نﻮﻣاﻮﻗ (qawwa>mu>n) adalah bentuk jamak dari kata  م اﻮﻗ (qawwa>m), yang terambil
dari kata مﺎﻗ (qa>ma). Kata ini berkaitan dengan kata perintah salat, yang juga
menggunakan akar kata yang sama. Perintah tersebut bukan berarti perintah
mendirikan salat, tetapi melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala
syarat, rukun dan sunah-sunahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dan atau apa
yang diharapkan darinya, dinamai ﻢﺋﺎﻗ (qa>’im). Kalau dia melaksanakan tugas itu
sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai
qawwa>m.17
Syaikh Mutawwali al-Sya’rawi berpendapat bahwa pemimpin yang
dimaksudkan ayat tersebut bermakna sebuah tanggung jawab untuk memenuhi
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 123.
17M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IX:
Jakarta:  Lentera Hati, 2007),  h. 424.
8kebutuhan isteri dan anak-anaknya. Pemimpin adalah orang yang siap untuk berdiri
karena pekerjaan berdiri bukan hal yang  mudah. Mereka harus menahan lelah, maka
dalam masa kepemimipinannya ia akan selalu merasakan lelah. Keutamaan laki-laki
karena mereka mampu untuk bekerja keras, melawan rasa lelah dan mengadu nasib.
Sehingga dengan usahanya tersebut mereka dapat memenuhi semua kebutuhan
keluarga.18 Adanya kepemimpinan dalam rumah tangga tidak seperti kepemimpinan
penguasa atas rakyatnya, sehingga yang terjadi adalah usaha yang kuat untuk saling
memenuhi hak, bukan saling menuntut hak.
Kepemimpinan mencakup makna, yaitu: kewajiban menjaga dan melindungi
keluarga dari segala hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan
rumah tangga. Kewajiban mampu mengatur dan memelihara roda kehidupan rumah
tangga yang berdasar pada asas musyawarah. Kewajiban memberikan perhatian dan
pembinaan kepada keluarga atas dasar kasih sayang dan kewajiban memberi nafkah
lahir dan batin kepada isteri termasuk pangan, sandang dan papan sesuai
kemampuannya.19
Kesalahan menginterpretasikan ayat al-Qur’an juga terjadi pada surah yang
sama (al-Nisa>’) ayat 34 yang merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya
dijelaskan. Mereka beranggapan adanya kata ﻦھ ﻮﺑﺮﺿاو (wad}ribu>hunna) semakin
menguatkan argumen bahwa kekerasan dalam rumah tangga (utamanya suami selaku
pemimpin) dilegalkan dalam hukum Islam, walaupun tidak menutup kemungkinan
isteri bertindak sebagai pelaku dan suami menjadi korbannya. Masalahnya adalah,
18Syaikh Mutawwalli al-Sya’rawi, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj.Yessi HM. Basyaruddin,
Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan Sampai Wanita
Karier (Cet. III;  Jakarta:  Amzah, 2009), h. 168-169.
19Nur Taufik Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola  Konflik
Menjadi Harmoni (Cet. I; Depok: Paramuda, 2010), h. 55.
9apakah memang ayat tersebut memberikan kekuasaan kepada suami memukul isteri
tanpa batas, ataukah justru pukulan itu hanyalah sarana edukatif. Apakah kata
wad}ribu>hunna dalam ayat itu mutlak berarti ‘pukullah mereka’, tanpa memper-
hatikan makna lain yang sepadan? Apalagi penggunaannya pun hanya alternatif
terakhir setelah menggunakan cara-cara persuasif, bahkan bisa jadi pukulan itu
dilakukan sebagai pukulan kasih sayang suami kepada isterinya.
Idealnya dalam rumah tangga, seorang isteri mendapat perlindungan serta
kasih sayang dari suaminya dan bukan kekerasan fisik, psikologis dan seksual yang
diperolehnya. Apalagi pernikahan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah).20 Dengan perekat berupa
cinta, mawaddah, rahmah dan amanah Allah swt. sehingga bila cinta pupus dan
mawaddah putus, masih ada rahmah dan kalau pun ini tidak tersisa juga, masih ada
amanah, dan selama pasangan suami isteri itu beragama, amanahnya akan
terpelihara.21 Dalam konteks ini relasi suami dan isteri harus bijak dan bukan
dilandasi atas relasi kekuasaan. Di samping itu, Islam datang mengemban misi
utama untuk pembebasan dari kekerasan menuju peradaban yang egalitarian.22
Oleh karena itu, sebagai salah satu negara peratifikasi Convention on the
Elimination of All Form of Discrimination Againts Woman (CEDAW), maka negara
wajib memberikan perhormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi
warga negaranya terutama hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk
20QS al-Ru>m/30: 21.
21M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu>’i atas Pelbagai Persoalan Umat
(Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), h. 208.
22Nurul Huda S. A, Cakrawala Pembebasan Agama: Pendidikan dan Perubahan Sosial (Cet.
I; Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), h. 73.
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kekerasan serta diskriminasi. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 amandemen II juga
UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan,
meminimalisir, menindak pelaku kekerasan, bahkan merehabilitasi korban yang
mengalami kekerasan rumah tangga,23
Tahun 2004, Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga (UU PKDRT) nomor 23 lahir dan berlaku efektif sejak 22 September 2004,
lahir sebagai bentuk pembelaan atas hak-hak wanita, utamanya kaum isteri yang
merasa menjadi “korban” kesewenang-wenangan suami. Masalah yang timbul
kemudian, apakah undang-undang ini sudah sesuai dengan hukum Islam, secara
politik hukum apakah benar-benar sudah melindungi kaum isteri ataukah justru
memberi ruang gerak bagi isteri untuk semakin dibolehkannya menentang suami
dengan berdasar pada undang-undang yang justru mungkin semakin tidak bisa
menyelamatkan pernikahan dari perceraian. Inilah yang memotivasi penulis untuk
membahas dan menelaah serta mengoreksi undang-undang tersebut ditinjau dari
perspektif maqa>s}id al-syari>’ah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana gambaran umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan maqa>sid
al- syari’ah ?
23 Direktorat Jenderal HAM Departemen Hukum dan HAM RI dan Kedutaan Besar Perancis
di Indonesia, Hentikan Kekerasan dalam Rumah Tangga; Panduan Pelatihan HAM tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
11
2. Pasal-pasal apa saja dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertentangan dengan
hukum Islam?
3. Bagaimana konsep maqa>sid al-syari’ah terhadap Undang-Undang RI Nomor 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?
C. Pengertian Judul
Untuk menyamakan persepsi dan menghindari kesalahpahaman terhadap
judul tesis yang dimaksudkan oleh penulis, maka terlebih dahulu dikemukakan
pengertian dari masing-masing kata yang dinilai signifikan untuk dijelaskan
maksudnya secara etimologi dan atau terminologi, sebagai berikut :
1. Telaah Kritis
Telaah kritis berarti kajian analisis.
2. Undang-Undang RI
Undang-Undang berarti: a) Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan
yang dibuat oleh pemerintah suatu negara, disusun oleh kabinet (menteri, badan
eksekutif, dan sebagainya) dan disahkan oleh parlemen (dewan perwakilan rakyat,
badan legislatif, dan sebagainya) ditandatangani oleh kepala negara (Presiden,
Kepala Pemerintah, Raja); b) Aturan-aturan yang dibuat oleh orang atau badan yang
berkuasa; c) Hukum (dalam arti patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan
sifat-sifat alam).24 Menurut C. S. T. Kansil, undang-undang adalah suatu peraturan
negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara
24Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), h. 1781.
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oleh penguasa negara.25 Sedangkan menurut Byus, bahwa undang-undang mem-
punyai dua arti, yakni:
a. Undang-undang dalam arti formal, ialah setiap keputusan pemerintah yang
merupakan undang-undang karena cara pembuatannya (misalnya dibuat oleh
pemerintah bersama-sama dengan parlemen)
b. Undang-undang dalam arti materil, ialah setiap keputusan pemerintah yang
menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.26
Undang-Undang RI adalah peraturan negara yang mempunyai kekuatan
hukum yang dibuat oleh pemerintah bersama parlemen yang isinya mengikat
langsung setiap penduduk dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
4. Penghapusan Kekerasan
Berarti cara atau proses untuk menghilangkan segala bentuk kekerasan.
Kekerasan adalah padanan kata dari violence dalam bahasa Inggris yang diartikan
sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental
psikologis seseorang.27
5. Rumah tangga;
a) Sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti hal
belanja rumah);
b) Berkenaan dengan keluarga.28 Rumah tangga ialah masyarakat terkecil, sekurang-
kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya, kemudian
25C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Cet. VIII; Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), h. 46.
26 C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , h. 46-47.
27Mansur Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1999), h. 17-20.
28 Mansur Fakih, Analisis Gender dan Tranformasi Sosial, h. 24.
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anak-anak yang lahir dari mereka, sehingga terbentuk komunitas keluarga yang
terdiri dari pasangan suami isteri baik yang mempunyai anak ataupun yang tidak
mempunyai anak (nuclear family).29 Rumah tangga dalam arti luas ialah semua
pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan.30 Penulis lebih
memaknai kata rumah tangga sebagai keluarga yang terkait ikatan suami isteri.
6. Maqa>s}id al-Syari>’ah
Maqa>s}id al-Syari>’ah berarti maksud-maksud syar’i yang umum dalam
menetapkan hukum. Ulama membagi kepada tiga bagian, yakni daru>riya>t dan
ha>jiya>t31 ditambah satu tah}si>niyya>t, yang komponennya disebut masa>il al-khamzah}.
Adapun pengertian judul yang dimaksudkan oleh penulis “Telaah Kritis
Terhadap Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
(UU PKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari Perspektif Maqa>s{id al-Syari>’ah
adalah kajian analisis terhadap undang-undang tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan Maqa>sid al-Syari’ah.
D. Kajian Pustaka
Sepanjang pengamatan penulis, kajian yang menjadi objek penelitian penulis
belum ada hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif dan komparatif,
utamanya penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari sudut
29Departemen Agama RI, Membina Keluarga Sakinah (Dirjen Bimas Islam dan
Penyelenggaraan Haji Direktorat Agama Islam, 2005), h. 4.
30Djuju Sudiana, Peranan Keluarga di Lingkungan Masyarakat; Keluarga Muslim dalam
Masyarakat Modern (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), h. 20.
31Teungku M. Hasbi ash-Siddieqy, Pengantar Hukum Islam (Cet. I; Semarang: Pustaka
Rizki, 1997), h. 344-345.
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pandang undang-undang dan perspektif maqa>s}id al-syari>’ah dengan menitikberatkan
pada realitas kajian hukum terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga.
Adapun buku primer yang penulis jadikan rujukan adalah:
1. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga.
2. Kitab-kitab ushul fikih, diantaranya; al-Muwa>faqa>t fi> Ushu>l al-Syari>ah serta
buku-buku ushul fikih lainnya.
3. Kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish
Shihab dan tafsir Ibnu Kas}i>r serta kitab-kitab tafsir lainnya.
4. Kitab-kitab fikih, seperti Fiqh al-Sunnah, Fiqh al-Isla>m wa Adillatuh serta
kitab-kitab fikih lainnya dan buku-buku tentang pernikahan.
Adapun buku sekunder yang menjadi rujukan penulis, di antaranya:
a. Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Dr.
Abdillah Mustari, M.Ag. Buku tersebut menjelaskan tentang reinterpretasi
hukum keluarga Islam berwawasan jender yang memuat pola relasi suami isteri
dalam pernikahan dan reinterpretasi nusyu>z. Tapi buku tersebut tidak secara
komprehensif menulis tentang kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
b. Wawasan al-Qur’an tentang Perempuan. Buku ini ditulis oleh Noer Huda Noor.
Buku tersebut menjelaskan tentang fungsi, tugas dan hak wanita dalan pandangan
al-Qur’an dalam ruang lingkup perkawinan dan rumah tangga.
c. Marital Rape; kekerasan seksual terhadap isteri yang ditulis oleh Milda Marlia.
Buku tersebut menjelaskan marital rape menurut pandangan hukum Islam dan
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KUHP serta Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Kajian tersebut merupakan salah satu bagian pembahasan dalam tesis ini.
d. Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender yang ditulis oleh
K.H. Husein Muhammad. Dalam bukunya, K. H. Husein Muhammad
memaparkan tentang hak mu’a>syarah bi al-ma’ru>f dalam rumah tangga.
e. Respon Islam atas pembakuan peran perempuan. Buku ini ditulis Ratna Batara
Munti, Encop Sophia dan Farkha Ciciek. Dalam bukunya, mereka memaparkan
konsep kemitrasejajaran dalam keluarga, konsep ma’ru>f dan kekerasan terhadap
perempuan. Tapi kekerasan yang dimaksud hanyalah menyangkut kekerasan
seksual serta mengambil fatwa MUI daerah mengenai masalah tersebut.
f. Perempuan; dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah Sunnah dari
Bias Lama sampai Bias Baru. Buku ini ditulis oleh M. Quraish Shihab. Dalam
bukunya, M. Quraish Shihab memaparkan berbagai pendapat tentang perempuan
dari sudut pandang Islam, mulai dari karakter, sifat perempuan sampai masalah
kepemimpinan, keluarga dan aktivitas publik.
g. Kekerasan Terhadap Isteri yang ditulis oleh Fathul Jannah, et.al., memaparkan
bentuk-bentuk kekerasann dan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap isteri
dengan mengambil studi kasus. Namun dalam buku tersebut tidak menggunakan
teori komparatif, membandingkan dengan Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.
h. Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik Menjadi
Harmoni yang ditulis oleh Dr. Nur Taufiq Sanusi, M. Ag. Buku tersebut
memaparkan tentang konsep Islam dalam membentuk keluarga sakinah
mawaddah, warahmah serta menangani konflik dalam rumah tangga. Yang
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merupakan bahan acuan dalam tesis ini. Namun tidak menyoroti Undang-Undang
RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
Berbeda dari berbagai buku yang penulis dapatkan, mayoritas mendukung
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tersebut. Namun penulis lebih cenderung
menganalisa dan mengoreksi kembali tentang isi Undang-undang tersebut ditinjau
dari sudut pandang hukum Islam.
E. Metodologi Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu
keberhasilan sebuah penelitian, hal  ini dimaksudkan untuk mencari atau
mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenaranya
dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.
Karena itu, pada dasarnya, hakekat metode penelitian adalah bagaimana secara
berurut penelitian yang dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana
suatu penelitian dilakukan.32 Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian ini
mengakomodasi bentuk ide-ide dan gagasan-gagasan dalam pengelolaan datanya.
Sedangkan penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian yang
diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung
pada saat ini atau saat yang lampau.33 Penelitian ini mendeskripsikan fenomena apa
32Moh. Nasir, Metode Penelitian (Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52.
33Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Cet. III; Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2007), h. 59.
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adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui
pengumpulan data secara kepustakaan.
2. Metode Pendekatan
Metode pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas objek
penelitian. Terdapat berbagai macam pendekatan dalam metodologi penelitian, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan multi disipliner meliputi:
a. Pendekatan Normatif (syar’i>)
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih yang
bersumber dari al-Qur’an dan hadis terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
b. Pendekatan Yuridis (legal formal)
Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan
regulasi yang bersangkut paut dengan pembahasan.34 Dalam hal ini adalah ketentuan
Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.
c. Pendekatan Sosiologis
Yaitu suatu pendekatan yang menggunakan sudut pandang ilmu sosial dalam
rangka memperoleh batasan yang konkrit mengenai objek penelitian dalam
masyarakat. Pendekatan ini diperlukan karena kajian merupakan fenomena sosial
yang terjadi di masyarakat, juga akan mengamati kultur budaya masyarakat terhadap
tindak kekerasan dalam rumah tangga.
d. Pendekatan Psikologis atau Ilmu Jiwa
Yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala perilaku yang
dapat diamatinya. Menurut Zakiyah Darajat perilaku seseorang yang tampak
34Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.
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lahiriyah terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Dalam ajaran
agama banyak dijumpai istilah-istilah yang menggambarkan sikap batin seseorang.
Misalnya sikap beriman dan bertakwa kepada Allah swt.sebagai orang yang saleh,
orang yang berbuat baik, orang yang jujur dan sebagainya. Semua itu adalah gejala-
gejala kejiwaan yang berkaitan dengan agama.35
3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Tesis ini merupakan penelitian
kepustakaan, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari
karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian, karena tesis ini sifatnya
adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis adalah metode library research, yaitu mengumpulkan bahan-bahan untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan melalui studi
kepustakaan.36 Sumber data yang dipelajari adalah al-Qur’an, hadis dan kitab- kitab
serta buku-buku yang relevan dengan penelitian ini, sumber kedua adalah kitab-kitab
atau buku-buku lain yang menyangkut permasalahan yang dibahas, laporan
penelitian, surat kabar, majalah ilmiah adan internet.
Proses pengambilan data yang diambil dari kepustakaan (library research),
penulis menggunakan teknik pengambilan data, yakni kegiatan mencari dan
menyortir dari bermacam-macam sumber data yang berkaitan dengan permasalahan
35Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet: VIII; Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 51.
36Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya (Jakarta: Bumi
Aksara, 2003), h. 34-35.
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yang diteliti, sumbernya baik berupa bulu, kitab maupun abstrak hasil penelitian dan
lain sebagainya.37
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Data-data yang diperoleh dalaam penelitian diolah dengan menggunakan tiga
metode analisis, yakni:
a. Metode induktif, yaitu menganalisis data yang bertolak dari data yang bersifat
khusus, untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.38
b. Metode deduktif, yaitu menganalisis data yang bertolak dari data yang bersifat
umum, untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.39
c. Metode komparatif, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan
beberapa data atau teori yang berbeda, untuk merumuskan suatu kesimpulan.40
Ketiga metode analisis tersebut digunakan secara acak dalam penulisan ini.
Maksudnya, jika penulis memperoleh data-data yang bersifat umum dan global,
maka dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, dan sebaliknya jika peenulis
mendapatkan data-data yang bersifat spesifik, maka akan dianalisis dengan
menggunakan metode induktif. Jika ada data-data yang tampak bertentangan satu
sama lain, maka akan dianalisis dengan menggunakan metode komparatif.
37Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya, h. 34-35
38Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Cet. XXI; Yogyakarta: Andi Offset, 1989), h.
14.
39Sutrisno Hadi, Metodologi Research, h. 14.
40Sutrisno Hadi, Metodologi Research, h. 14.
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F. Kerangka Teoretis
Dalam rangka penyusunan kerangka teoritis, penulis terlebih dahulu
mengamati ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi tentang terkait masalah rumah
tangga, pernikahan dan nusyu>z sebagai landasan atau pijakan dalam melakukan
penelitian ini. Penulis kemudian menelusuri penafsiran ayat dan pensyarahan hadis
tersebut dalam kitab tafsir, syarah hadis dan kitab-kitab fikih.
Dari penelusuran tersebut, penulis kemudian mengemukakan bahwa Undang-
Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun
2004 belumlah seutuhnya sesuai dengan hukum Islam, maka sangat diperlukan
pengoreksian (tinjuan) kembali terhadap undang- undang tersebut agar tujuan yang
diharapkan bisa tercapai.





Nomor 23 Tahun 2004




G. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan:
a. Untuk lebih mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga
b. Untuk lebih mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tindak kekerasan
dalam rumah tangga.
c. Untuk lebih mengetahui konsep serta pemikiran hukum Islam, terkhusus maqa<s{id
al-syari’ah terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keagamaan
khususnya yang berkaitan dengan politik hukum Islam.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang
dibahas.
b. Kegunaan Praktis
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam
penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi
perencana dan pembuat undang-undang dalam mengambil keputusan pada
berbagai program pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga di
Indonesia.
22
3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran
atau pertimbangan dalam meninjau ulang atau uji materi UU PKDRT Nomor
23 Tahun 2004 agar sesuai dengan hukum Islam.
H. Komposisi Bab (Outline)
Secara garis besar komposisi bab dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang
berisi beberapa sub-sub pembahasan.
Bab pertama, peneliti membagi pembahasannya dalam delapan pasal. Pasal
pertama, peneliti mengungkapkan tentang latar belakang lahirnya tindak kekerasan
dalam rumah tangga. Pada pasal kedua, peneliti menetapkan rumusan dan batasan
masalah yang akan dibahas. Pada pasal ketiga, peneliti menguraikan pengertian judul
dan ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan persepsi peneliti terhadap
maksud tesis ini untuk mencegah munculnya interpretasi yang berbeda dan membuat
ruang lingkup penelitian lebih terarah. Selanjutnya pada pasal keempat, peneliti
menguraikan tinjauan pustaka dengan menjelaskan beberapa buku, termasuk buku
primer (rujukan utama), buku sekunder (penunjang) serta hasil penelitian yang
terkait dengan judul tesis ini. Tujuannya untuk menghindari kesamaan hasil
penelitian yang ada. Pasal kelima diperuntukkan untuk menjelaskan kerangka
teoritis dan kajian empirik, menetapkan kerangka pikir sehingga peneliti dapat
menulis secara sistimatis dan terarah karena memiliki landasan dalam melakukan
penelitian. Sedangkan pasal keenam, peneliti menguraikan metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini, baik yang terkait dengan sumber data dan
pengumpulannya, langkah-langkah penelitian dan pendekatan serta teknik
interpretasi. Pada pasal ketujuh, peneliti mengemukakan tujuan dan kegunaan
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penelitian yang akan dicapai dan akan dirasakan, baik peneliti maupun oleh pihak
lain. Pasal kedelapan, peneliti mengungkapkan tentang garis-garis besar penelitian.
Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan maqa>s{id
al-syari>’ah. Bab ini mempunyai dua subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang
Undang-Undang PKDRT yang mempunyai tiga pasal dan tiga subpasal. Masing-
masing pasal membahas tentang latar belakang lahirnya Undang-Undang PKDRT,
tujuan lahirnya Undang-Undang PKDRT dan hal-hal yang berkaitan tentang
kekerasan dalam rumah tangga. Masing-masing subpasal menjelaskan tentang
pengertian kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam
rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan. Subbab kedua menjelaskan tentang
maqa>s{id al-syari>’ah, yang mempunyai dua pasal. Pasal pertama tentang definisi
maqa>s{id al-syari>’ah dan pasal kedua tentang obyek maqa>s{id al-syari>’ah.
Bab tiga yaitu berisi hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Bab ini
merupakan identifikasi terhadap pasal-pasal yang dianggap bertentang dengan
hukum Islam serta menyorotinya dari sudut pandang hukum Islam. Bab ini
mempunyai lima subbab. Subbab pertama, menjelaskan pasal 44 UU PKDRT
tentang ketentuan pidana kekerasan fisik. Subbab kedua, menjelaskan pasal 45 UU
PKDRT tentang ketentuan pidana kekerasan psikis. Subbab ketiga, menjelaskan
pasal 46, 47 dan 48 UU PKDRT tentang ketentuan pidana kekerasan seksual.
Subbab keempat, menjelaskan pasal 9 ayat b tentang kekerasan penelantaraan rumah
tangga dan subbab kelima, menjelaskan pasal 15 UU PKDRT.
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Bab empat yang merupakan fokus penelitian, menawarkan tentang konsep
maqa>s}id al-syari>’ah terhadap Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama terhadap pasal-pasal yang
dianggap bertentangan dengan hukum Islam.
Pada bab kelima yaitu penutup, peneliti membuat dua subbab. Masing-
masing berisi kesimpulan dan implikasi dengan berupaya merumuskan beberapa
intisari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya serta untuk menjawab
rumusan masalah. Peneliti menguraikan implikasi dari penelitian ini dan saran atau
rekomendasi yang diberikan kepada pihak lain.
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BAB  II
GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG RI NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DAN MAQA<S}ID AL-SYARI<’AH
A.Memahami UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
1. Latar  Belakang Lahirnya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap wanita telah dicermati oleh PBB
melalui resolusi Nomor 54 pada sidang umum 17 Desember 1999. Sidang tersebut
menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan
Kekerasan Terhadap Wanita dengan mengajak kepedulian pemerintah, lembaga non
pemerintah dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap wanita.
Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap
wanita telah membawa dampak yang sangat merugikan, maka resolusi PBB tersebut
ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tanggal 14 September
2004. Undang-Undang PKDRT dibuat sebagai landasan hukum bagi upaya-upaya
pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian
besar korbannya adalah wanita dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Diharapkan
munculnya Undang-Undang PKDRT ini dapat membantu masyarakat menjaga
keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga yang merupakan unsur penting
bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kelompok
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perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap
penegakan HAM dan demokrasi di negeri ini. Undang-undang ini merupakan
inisiatif dari kelompok perempuan yang bekerja dengan para korban KDRT sejak
tahun 1997. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan yang sebelumnya
telah aktif dalam memberikan layanan/bantuan baik hukum maupun pelayanan
dampingan psikologis untuk pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan
termasuk KDRT. Beberapa diantaranya seperti Rifka An-Nisa’, LBH-APIK,
Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Sikap, Fatayat/Muslimat NU, Gembala Baik, Savy
Amira, Derapwarapsari, yang juga bekerja dan berkoordinasi dengan lembaga-
lembaga layanan serupa di berbagai daerah. Draft awal RUU tersebut dibuat
pertama kali oleh LBH-APIK Jakarta pada tahun 1997  dan dikonsultasikan
keberbagai daerah bersama-sama dengan anggota Jaringan kerja yang tergabung
dalam Jangka PKTP. Advokasi terhadap RUU tersebut terus dilakukan dalam
berbagai bentuk kegiatan, mulai dari perbaikan draft, perumusan naskah akademik,
konsultasi publik, kampanye dan sosialiasi yang juga melibatkan pemerintah dan
anggota DPR, hingga pada tahun 2003, RUU tersebut dinyatakan secara resmi
sebagai RUU inisiatif DPR dalam sebuah rapat Paripurna di DPR. Masih menunggu
hampir setahun,  untuk kemudian RUU tersebut disahkan sebagai UU. Setelah
menempuh rangkaian kegiatan lobby hingga demonstrasi di jalanan untuk menuntut
diturunkannya Amanat Presiden (Ampres). Akhirnya, pada tanggal 14 September
2004, dalam rapat Paripurna DPR, RUU Anti KDRT akhirnya disahkan menjadi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam
Rumah Tangga.1
1LBH APIK Jakarta, Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT:
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Melalui undang-undang ini, prinsip yang hendak ditegaskan bahwa kekerasan
meski terjadi di rana privat, tetap merupakan isu public, dan intervensi negara
berupa kebijakan yang benar-benar menyasarkan pada persoalan ini harus segera
diwujudkan. Selain itu gagasan mengenai ‘the personal is political’ telah
diperkenalkan kelompok perempuan melalui UU baru ini. Wilayah intim,
domestic/keluarga atau personal yang selama ini dianggap sebagai isu privat, yang
disepelekan sebagai tanggungjawab public/negara atau tidak dianggap sebagai hal
serius, pada hakekatnya merupakan arena politik yang harus terus menerus
dipersoalkan ke permukaan, karena di wilayah inilah terus berlangsung penindasan
terhadap perempuan yang selama ini luput karena dibungkus oleh norma-norma
tentang keluarga ataupun nilai-nilai sakralisasi perkawinan yang terus direproduksi.
Undang-undang ini pada akhirnya mendekonstruksi dikotomisasi public-privat
berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT.2
2. Tujuan Lahirnya UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga bertujuan:
a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
Sebagai Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, (Makalah),
http://www. lbh.apik. or.id/kdrt. bentuk. htm (13  April 2013)
2 LBH APIK Jakarta, Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT:
Sebagai Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional.
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d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.3
Tujuan yang telah disebutkan sebenarnya berbeda dengan kenyataan. Hal ini
dikarenakan adanya pasal-pasal yang cenderung tidak berusaha memelihara
keutuhan rumah tangga sebagaimana tujuan dari lahirnya Undang-Undang PKDRT
ini. Salah satunya yang termuat dalam pasal 15 UU PKDRT, yang memberikan
ruang gerak bagi pihak ketiga untuk ikut campur atau terlibat dalam kisruh rumah
tangga orang lain, yang tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam
kisruh rumah tangga bukannya bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga, malah
yang terjadi sebaliknya.4
3. Hal-hal yang Berkaitan Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
a. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental5, sedangkan Hayati
menyatakan bahwa kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik
yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau
sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara
fisik,emosional, dan psikologi.6 Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu
tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan
keduanya.7
3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga .
4Pasal 15 UU PKDRT akan menjadi pembahasan sub bab di bab III.
5M.S. Hadi dan Aminah, Kekerasan di Balik Cinta (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis
Center, 2000), h. 2.
6E.N.Hayati, Derita di Balik Harmoni (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center,
2001), h. 25.
7Nurhadi, Kekerasan terhadap Perempuan (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), h. 72.
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Kekerasan suami terhadap istri adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan
baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi.
Menurut Galtung kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan
realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.8 Maksudnya, kekerasan adalah
sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi
terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta
kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau
kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan.
Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa:
Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
Pengertian kekerasan secara bahasa dapat ditelaah dari Kamus Besar Bahasa
Indonesia yang berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang
menyebabkan cidera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik
atau barang orang lain.9 Sedangkan secara terminologi definisi kekerasan sangat
beragam. Namun demikian suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai
kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan
dilakukan secara sengaja untuk mencelakan korban. Secara yuridis, melakukan
8E.N.Hayati, Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Yogyakarta: Rifka
Anisa Women Crisis Center, 2002), h. 72.
9Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III;
Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 425.
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kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). 10
Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas
kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan,
atau dengan senjata, menendang dan sebagainya.11
Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupul
nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau
sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan
psikologis pada pihak sasaran (korban). Dengan demikian, kekerasan adalah
tindakan-tindakan yang secara langsung ataupun tidak, menyebabkan potensi
seseorang atau sekelompok orang tidak terwujud.12
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa
kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi
yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis atau
menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang. Ajaran Islam sangat
melarang segala bentuk kekerasan, baik dalam lingkup yang luas (masyarakat)
apalagi dalam lingkup rumah tangga.
b. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga
Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, yang
berarti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak
10J. E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner (Cet. I; Surabaya:
Sinar Wijaya, 1983), h. 13.
11J. E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner , h. 13.
12Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri (Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2007), h. 14.
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kepribadiannya.13 Maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak
kekerasan juga relatif. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan
merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang
muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memuncul-
kannya. Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya
masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman lain, dan lain
sebagainya. Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam
keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu14
1) Personal History;
Personal history adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan
berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang
memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.
2) Micro System;
Micro system adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam
keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik
perkawinan.
3) Eco System;
Eco system adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah,
pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.
4) Macro System;
Macro system adalah faktor struktural, misalnya maskulinitas yang
dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkhis, toleransi
terhadap kekerasan.
13W.A.Gerungan, Psikologi Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2002), h. 23.
14E.N. Hayati, Menggugat Harmoni (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000),
h. 10.
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Tokoh psikologi lain menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi
perilaku kekerasan, yaitu :
1) Faktor Internal;
a) Frustasi;
Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu
tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong munculnya
kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku kekerasan dalam
rumah tangga.15
b) Stres;
Stres adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini
dirasakan akibat tekanan lingkungan16. Stres yang cukup berat yang kemudian
terakumulasi akan menimbulkan kekerasan.
c) Usia/Umur;
Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku kekerasan pada
individu17, karena semakin tinggi umur manusia maka semakin tinggi pula kontrol
diri seseorang, karena penambahan usia akan lebih membuat seseorang dapat melihat




15Nurjannah Taufik, Pengantar Psikologi, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 332.
16E.Koswara, Agresi Manusia (Bandung: Rosda Ofset, 1988), h. 9.
17C.Simanjuntak, Latar Belakang Kenakalan Remaja (Bandung: Alumni,1984), h. 15.
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Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi memiliki
potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Menurut Sarwono, suasana
keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga,
kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang
dan dukungan emosi membuat kekerasan mudah muncul18.
b) Pengaruh Media Televisi.
Adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang
kali disaksikan oleh seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan
kekerasan. Akibat penayangan kekerasan tersebut dapat menimbulkan tipe-tipe
perilaku kekerasan. Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang
disebabkan oleh karena faktor-faktor interen, misalnya karena terganggu
keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga19.
Faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan terhadap isteri dapat
dirumuskan menjadi dua faktor, yakni:
1) Faktor Eksternal
Penyebab eksternal timbulnya tindak kekerasan terhadap isteri berkaitan
dengan hubungan kekuasaan suami isteri dan diskriminasi jender di kalangan
masyarakat. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural
yang terdapat norma-norma di dalam kebudayaan tertentu yang member pengaruh
yang menguntungkan suami. Pembedaan peran dan posisi antara suami dan isteri
dalam keluarga dan masyarakat diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada
setiap generasi, bahkan terkadang sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi jender
18E.Koswara, Agresi Manusia, h. 95.
19Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h.
371.
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ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tidak dapat
diubah.20
Kekuasaan suami yang tinggi terhadap isteri juga dipengaruhi oleh
penguasaan suami dalam sistem keuangan. Oleh karena suami menghabiskan waktu
di sektor yang menghasilkan uang sementara isteri mengurusi rumah tangga dan
mengasuh anak, hal ini membuat masyarakat memandang pekerjaan suami lebih
bernilai, pekerjaan rumah tangga tidak dianggap penting karena tidak mempunyai
nilai uang.21
2) Faktor Internal
Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah kondisi
psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan. R. Langley Ricard D.
dan Levy C. Menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan
dikarenakan:
a) Sakit mental;
b) Pecandu alkohol dan obat bius;
c) Penerimaan mayarakat terhadap kekerasan;
d) Kurangnya komunikasi;
e) Penyelewengan seks;
f) Citra diri yang rendah;
g) Frustasi;
h) Perubahan situasi dan kondisi;
20Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri (Cet. II; Yogyakarta: LKis, 2007), h. 17.
21Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 18.
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i) Kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan
turunan dari keluarga atau orang tua).22
Dari kedua faktor tersebut dapat disimpulkan, bahwa secara keseluruhan
terdapat sedikitnya enam faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami
terhadap isteri:
1) Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam
masyarakat;
2) Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang
bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan
bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran;
3) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau isteri tergantung kepada laki-
laki atau suami, khususnya secara ekonomi;
4) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap
harus ditutup-tutupi karena termasuk wilayah privat suami isteri dan bukan
persoalan sosial;
5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada
posisi suami, tentang aturan mendidik isteri, dan tentang ajaran kepatuhan
isteri kepada suami;
6) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.23
Masih menurut Fathul Jannah dan kawan-kawan, faktor-faktor lain yang
menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu;
a) Kemandirian Ekonomi Isteri;
22Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 19-20.
23Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 20-21.
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Ketergantungan isteri terhadap suami dalam bidang ekonomi karena status
isteri tidak bekerja merupakan faktor yang mendorong suami bertindak semaunya.
Akan tetapi, seiring perkembangan zaman kemampuan ekonomi isteri justru
menyebabkan suami tetap melakukan kekerasan terhadap isteri. Tanggung jawab
pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga seyogyanya ada pada suami kelihatan
berkurang karena kesediaan isteri untuk membantu. Isteri yang memiliki penghasilan
lumayan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan ekonomi yang berkepanjangan.
Suami cenderung mengeksploitasi isteri yang berpenghasilan lebih. Kemampuan
ekonomi dapat juga menyebabkan isteri mendapat kekerasan psikologis dari suami.
Karena isteri memiliki uang dan suami merasa tidak terlalu dituntut untuk
memberikan gajinya kepada isteri maka pada saat yang sama sang suami justru
menggunakan gajinya untuk kawin lagi, atau selingkuh dengan perempuan lain.24
b) Pekerjaan Isteri;
Pekerjaan juga merupakan salah satu faktor penyebab suami melakukan
kekerasan terhadap isteri. Kekerasan yang dialami isteri karena bekerja di luar rumah
adalah kekerasan psikologis dalam bentuk hinaan, makian dan beban ganda.
Kekerasan psikologis akibat pekerjaan isteri di luar rumah bisa saja dikarenakan
suami tidak rela melepaskan isteri berada lama di luar rumah, serta ketidak inginan
suami berbagi tugas dalam pekerjaan domestik, seperti memasak, mencuci,
membersihkan rumah, menjaga anak-anak, atau ingin mendapatkan pelayanan
makanan yang baik. Suami sering berdalih bahwa meskipun bekerja harus tetap
24Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 52-54.
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melakukan pekerjaan rumah sebab itu sudah menjadi kewajiban isteri.25 Meskipun
suami bisa saja melakukan hal tersebut.
c) Perselingkuhan Suami dengan Perempuan lain;
Perselingkuhan suami dengan perempuan lain atau kawin lagi (poligami yang
tidak sehat) menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam pernikahan.
Perselingkuhan suami dapat menyebabkan isteri mengalami kekerasan fisik,
psikologis, ekonomi dan seksual. Isteri yang menegur suami yang berselingkuh
bukannya mendapatkan sambutan yang baik, melainkan justru mendapatkan makian
bahkan pukulan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa perselingkuhan suami dengan
perempuan lain pada awalnya mungkin hanya merupakan keterikatan emosional,
misalnya ketika mereka saling berbagi pengalaman masalah keluarga. Ketika
keterikatan emosional itu semakin kuat, mereka merasa semakin dekat dan ingin
menyatu lebih jauh, terutama karena ada peluang ke arah itu. Akibatnya,
perselingkuhan emosional berubah menjadi perselingkuhan yang sudah sampai pada
hubungan seksual. Kekerasan ekonomi yang diakibatkan karena perselingkuhan
suami menyebabkan penghasilan suami lebih besar tercurah ke rekan selingkuh
daripada kebutuhan keluarga. Keberadaan perempuan lain dalam kehidupan rumah
tangga di samping telah menjadi sumber dari timbulnya kekerasan fisik dan
ekonomi, juga telah menyebabkan isteri mengalami kekerasan seksual. Suami lebih
banyak menghabiskan waktu dengan perempuan lain hingga gairah seks kepada
isteri menurun. Isteri pun tidak bisa lagi merasakan kenikmatan hubungan intim.
25Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 54-56.
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Perempuan yang suaminya memiliki hubungan dengan perempuan lain (extra marital
relationship) mengalami trauma psikologis karena dua faktor: pertama, dia merasa
tidak dicintai dan posisinya diambil alih oleh orang lain; kedua, suami menjadi
berubah, yang menunjukkan ada sesuatu yang kurang pada dirinya sebagai pasangan,
yang melihat dirinya sebagai perempuan yang sudah tidak menarik lagi.26
d) Campur Tangan Pihak ketiga;
Campur tangan pihak ketiga baik dari orang luar (bukan anggota keluarga)
maupun anggota keluarga dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Beberapa kasus membuktikan campur tangan pihak anggota keluarga suami,
terutama ibu mertua merupakan salah satu penyebab timbulnya kekerasan antara
suami-isteri. Bentuk-bentuk kekerasan yang timbul akibat campur tangan pihak
keluarga antara lain: kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi. Ibu mertua yang suka
menjelek-jelekkan menantu di hadapan suaminya, dapat menyebabkan suami
memukul bahkan menampar isteri. Sikap itu dilakukan untuk menunjukkan kepada
keluarga bahwa dia (suami) dapat mengontrol istrinya. Selain kekerasan fisik, isteri
juga mendapat kekerasan psikologis. Suami lebih percayakan masalah rumah tangga
ke ibunya (mertua) daripada isteri terutama campur tangan mertua masalah
keuangan. Keberadaan anggota keluarga lain khususnya dari pihak suami, dapat
menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap isteri dan bukan sebaliknya, mencegah
suami bertindak kekerasan terhadap isteri.27
26Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 56-59.
27Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 59-62.
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e) Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama;
Pemahaman yang salah terhadap ajaran agama merupakan faktor lain yang
menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap isteri. Ayat al-Qur’an yang sering
dipahami secara salah oleh para suami. Seperti firman Allah dalam QS al-Nisa>/4: 34.
              
                    
                       
 
Terjemahnya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah
melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita),
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,
sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah
memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan
pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi
lagi Maha besar.28
Menurut Engineer pernyataan qawwa>m harus dilihat secara kontekstual, ayat
ini diturunkan ketika kesadaran kaum perempuan masih sangat rendah dan pekerjaan
domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan. Al-Qur’an hanya menyatakan
bahwa laki-laki adalah qawwa>m sebagai pemberi nafkah.29
Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah swt. kepada suami, tidak boleh
mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah musyawarah (diskusi)
28Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 123.
29Ratna Batara Munti, dkk., Respon Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan (Cet. I;
Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 149.
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merupakan anjuran al-Qur’an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk
persoalan dalam keluarga?30 Ayat lain QS al-Baqarah/2: 223.
                               
       
Terjemahnya:
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja
kamukehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-
Nya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.31
Kedua ayat tersebut sering disalahpahami dan dijadikan legitimasi atau
pembenaran atas kekerasan terhadap isteri. Sementara di pihak lain, isteri banyak
yang salah memahami ayat dengan menganggap bahwa mereka diwajibkan oleh
agama untuk senantiasa mematuhi suami dalam keadaan apapun. Pihak isteri merasa
agama mewajibkannya melakukan itu kapan dan di mana saja.32 Kesalahpahaman ini
terjadi karena masihnya terjebak oleh heurmenatika (bahasa) dengan hanya
menggunakan satu arti. Kata wad{ribu>hunna selalu diartikan ‘memukul’ tanpa
memperhatikan makna lain yang sepadan.
f) Kebiasaan suami;
Kekerasan domestik terhadap perempuan timbul dari kebiasaan atau tradisi
suami yang terbentuk dari pengulangan tingkah laku secara terus menerus. Seorang
suami yang pemarah akan terbiasa melampiaskan kemarahan dengan memukul dan
memaki.33
30M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an (Cet. IX:
Jakarta: Lentera Hati, 2007),  h. 429.
31Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 54.
32Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 62-64.
33Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 64.
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Faktor lain yang menunjang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, yakni:
1 ) Kurangnya ilmu;
Pernikahan adalah dunia orang dewasa karena banyak persoalan yang harus
diselesaikan dengan pemikiran dewasa, bukan pemikiran yang kekanak-kanakan.
Maka, tidak salah bila dikatakan untuk menikah butuh ilmu, bukan hanya pihak
suami sebagai qawwa>m (penanggung jawab) tapi juga isteri sebagai relasi suami
dalam rumah tangga.  Selain ilmu agama yang wajib kita pahami dan amalkan, ilmu
yang menunjang harmonisnya kehidupan rumah tangga perlu juga diketahui. Seperti
ilmu berdandan, seorang isteri harus tahu bagaimana cara agar  selalu terlihat cantik
di hadapan suami. Ini bertujuan meningkatkan rasa cinta dan membuat suami betah
di rumah karena nalurinya laki-laki senang pada yang indah (cantik). Ilmu memasak,
seorang isteri seyogyanya harus pintar atau tahu memasak. Mengetahui berbagai
resep masakan yang membuat lidah seisi rumah tidak mau makan kalau bukan isteri
atau ibu yang memasak. Ilmu menata rumah, seorang isteri harus tahu merawat dan
menata rumah dengan baik agar selalu tampak bersih dan nyaman, ini bertujuan agar
suami betah di rumah. Bayangkan saja, seorang suami pulang dari kantor dengan
keletihan dan capek karena aktivitas pekerjaan mendapati rumahnya berantakan atau
kotor, tentu membuat perasaan tambah kacau, begitu pula sebaliknya.
Bukan hanya isteri, seorang suami pun juga harus tahu berbagai ilmu untuk
menunjang keharmonisan rumah tangga. Seperti membuat kejutan romantis untuk
isteri. Misalnya memberikan hadiah pada saat ulang tahun atau sengaja meluangkan
waktu untuk berdua saja. Aktivas dan kesibukan masing-masing sering menyita
waktu dan perhatian hingga kebersamaan jarang dilakukan. Adanya hadiah atau
waktu berdua, bisa saja mengembalikan kembali rasa gelora cinta antara pasangan.
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2) Pemetaan tugas;
Suami isteri mempunyai tugas masing-masing. Budaya kita masih
beranggapan bahwa tugas isteri hanyalah mengurus rumah, seperti memasak,
mengepel, mencuci dan lain-lain, suami tidak boleh mencampuri, begitu pula
sebaliknya. Terjadinya pemetaan tugas mengakibatkan tidak adanya sikap saling
toleran dan tolong menolong. Budaya mengangap tabu jika suami membantu urusan
rumah tangga. Tabu jika suami membantu isterinya mencuci, memasak dan lain lain.
Padahal membantu isteri mengurus rumah tangga tidaklah sama sekali menjatuhkan
martabat sebagai suami, begitu pula isteri membantu pekerjaan suami tidaklah
menaikkan derajatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah ra. bahwa
Rasulullah saw. tidak canggung menjahit sendiri pakaiannya. Ini bukan berarti peran
isteri tidak berfungsi tapi memberikan teladan bahwa suami bisa menjalankan tugas
isteri apabila punya kesempatan yang tidak dimiliki isteri. Gambaran ini
menjelaskan pula bahwa melakukan tugas rumah yang biasanya menjadi tugas isteri
tidaklah tercela. Suami isteri sejatinya adalah partner kerja, relasi dalam keluarga
yang seharusnya saling tolong menolong.
3) Menyepelekan konsep kafa>’ah;
Kafa>’ah adalah kesetaraan. Para ulama dan cendekiawan menekankan
perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga.34 Meskipun hal ini bukan
termasuk syarat atau rukun sahnya pernikahan namun sangat berpengaruh untuk
kelanggengan rumah tangga. Kafa>’ah tidaklah mesti bahwa antara seorang laki-laki
mempunyai kesamaan dalam sifat tertentu. Konsep kafa>’ah sudah tercapai jika
antara calon pasangan suami isteri mempunyai kedekatan dalam aspek-aspek
34M. Quraish Shihab, Perempuan: dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru (Cet. VII; Tangerang: Lentera Hati, 2011), h. 347.
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tertentu yang menjadi syarat dan tidak mesti harus persis sama dalam aspek-aspek
tersebut. Yang jelas bahwa jika pihak isteri dan keluarganya sudah tidak
menganggapnya sebagai sebuah cela, maka kondisi tersebut sudah dikategorikan
sebagai kufu’. Karena masalah kufu’ adalah masalah yang sifatnya konvensional,
dalam pengertian bahwa ukuran yang menjadi parameter adalah tradisi yang menjadi
kebiasaan masyarakat dalam suatu daerah tertentu dan tidak mempunyai konsep
seragam. Keempat Imam mazhab sunni (Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Hanbali)
sepakat bahwa sekufu’ agamalah yang diutamakan. Namun demikian aspek lain juga
ikut berperan dan berpengaruh. Misalnya, sekufu’ aspek keturunan, harta,
kecantikan, kepintaran, tingkat pendidikan dan lain lain. Tidak menutup
kemungkinan apabila terjadi perselisihan isteri atau suami yang mempunyai strata
yang tidak setara akan mengakibatkan timbulnya kekerasan psikologis. Isteri yang
keturunan bangsawan boleh jadi berani melawan suaminya yang strata sosialnya
rendah. Suami yang mempunyai harta akan mudah mencela atau mengungkit-ungkit
pemberian. Suami atau isteri yang lebih cantik/rupawan dari pasanganya akan
mudah mencibir. Suami atau isteri yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dari
pasangannya cenderung akan mudah menganggap remeh.
Para ulama menekankan perlunya kesetaraan dalam membina rumah tangga.
Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang aspek-aspek kesetaraan itu. Nabi saw.
menjelaskan dalam sabdanya kriteria memilih pasangan.
 ﷲا ﻰﺿر ةﺮﻳﺮﻫ ﰉا ﻦﻋﻪﻨﻋ ﺎَﺴَِﳊ َو َﺎِﳍ ﺎَﻤِﻟ ٍﻊَﺑْرَﻹ َُةأَْﺮْﳌا ُﺢَﻜْﻨُـﺗ : لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﱯﻨﻟا ﻦﻋ
 ِ◌ِب ِﺪِﻟ َو َﺎِﳍ َﺎَﲨ َو ﺎَﻫ ِ◌◌ِ◌ِِﻦْﻳ ِ◌◌ِ◌ِِﻦْﻳِﺪﻟا ِتاَﺬِﺑ ْﺮَﻔْﻇ َﺎﻓ ﺎَﻫ َك اََﺪﻳ ْﺖَِﺑﺮَﺗ)(يرﺎﺨﺒﻟا ﻩاور35.
35Muh{ammad bin Isma>il Abu Abdillah al-Bukhari> al-Ja’fi>, S{ahih al-Bukha>ri>, juz V (Cet. III;
Beirut: Da>r Ibn Kas|i>r, 1987), h. 1958.
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Artinya:
Dari Abi Hurairah Radiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah saw. telah
berkata: wanita dinikahi karena empat hal, hartanya, keturunannya,
kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu
akan beruntung.
Kalaulah memang agama adalah patokan utama, kenapa tidak disebutkan
pada awal pilihan? Kenapa mesti disebut terakhir dan didahului oleh pilihan harta,
keturunan dan kecantikan? Ini membuktikan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi
naluri manusia. Sekalipun harus memilih karena agamanya tetapi memilih pasangan
karena aspek-aspek lain juga harus diperhatikan. Adanya penggunaan kata “wa”
yang berarti “dan” menunjukkan makna memilih pasangan sebaiknya memenuhi
empat kriteria tersebut. Bukan menggunakan kata “au” yang berarti “atau”
menunjukkan makna pilihan alternatif.
Kriteria sekufu’ menurut jumhur fuqaha, yakni: keturunan, kasta (strata
sosial), Islam, harta, keahlian dan tidak punya cacat.36
Hanafi, Syafi’i dan Hambali sepakat bahwa kesepadanan meliputi: Islam,
merdeka, keahlian dan nasab. Sedangkan Maliki tidak memandang keharusan adanya
kesepadanan kecuali dalam hal agama.37
Menurut Mazhab Maliki, kafa’ah ada dua yaitu: agama dan kondisi. Kondisi
artinya selamat dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, bukan kondisi dalam arti
kehormatan dan nasab. Menurut mazhab Hanafi, kafa’ah ada enam, yaitu: agama,
Islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Menurut mazhab Syafi’i, kafa’ah ada
enam, yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat
36Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, jilid II (Cet. I; al-Qa>hirah: Da>r al-Fath, 2000), h. 96-98.
37Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh ‘ala> al-Madza>hib al-Khamsah, terj. Masykur A.B,
Afif  Muhammad dan Idrus al-Kaff, Fiqih Lima Mazhab (Cet. XIV; Jakarta: Lentera Basritama,
2005), h. 350.
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menimbulkan pilihan dan profesi. Menurut mazhab Hambali, kafa’ah ada lima, yaitu:
agama, Islam, profesi, nasab dan kemakmuran.38
Beragamnya faktor penyebab kekerasan diakibatkan dari tidak seimbangnya
antara hak dan kewajiban antara dua belah pihak (suami isteri). Menurut Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 menyebutkan bahwa:
1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan
hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada pengadilan.39
Menurut Al-Qur’an, hak isteri meliputi hak materil yang berupa mahar dan
nafkah serta hak nonmateril berupa hubungan baik, perlakuaan yang baik dan
keadilan.40 Hak suami meliputi ketaatan isteri terhadap suaminya, amanah,
perlakuaan yang baik, hak untuk memberikan pelajaran, hak untuk memaksa isteri
untuk mandi setelah masa haid, nifas dan junub serta berhak melakukan perjalanan
bersama isteri.41 Jika terjadi pelanggaran kewajiban isteri atas hak suami maka
langkah yang ditempuh oleh suami adalah:
1) Langkah penasehatan dan intropeksi. Suami berhak menasehati serta
mengingatkan kewajiban isteri serta suami harus mengintropeksi diri, mencari
sebab atas sikap kelalaian isteri.
38Wahbah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII (Cet. II;Damsyiq: Da>r al-
Fikr;1985), h. 240.
39Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
40Wahbah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII, h. 327.
41Wahbah al-Zuhaili<, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII, h. 334-342.
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2) Langkah penyadaran dan demonstrasi. Jika langkah menasehati menemui jalan
buntu maka langkah selanjutnya ialah menunjukkan sikap ketidak sukaan
suami atas sikap isteri, dengan cara meninggalkan mereka di tempat tidur.
3) Langkah penegasan atau penjeraan. Jika kedua langkah tersebut masih
menemui jalan buntu maka suami berhak melakukan tindakan penegasan.
Meski al-Qur’an menyebutkan kata pukulan sebagai bentuk penegasan namun
para ulama memahami bahwa pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang
tidak menyakiti, melukai dan mencederai.42
Adapun jika pelanggaran dilakukan oleh suami maka yang dapat dilakukan
isteri yaitu jalan komunikatif (musyawarah) dan langkah penawaran solusi alternatif
(perdamaian). Sebagaimana Allah swt menyebut dalam QS. al-Nisa> /4: 128
                         
              
    
Terjemahnya:
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang
sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun
manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu
secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.43
Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam
keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal perilaku
sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global,
42Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur’an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni (Cet. I; Depok: Elsas, 2010), h. 82-88.
43Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 143.
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sehingga pada umumnya masalah yang dapat memicu kekerasan terhadap perempuan
dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih44. Karenanya dalam suatu
perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang
menyebabkan perceraian sulit dihindari.
c. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga
Miyenti berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan
dalam rumah tangga meliputi; kekerasan psikologis, kekerasan fisik dan kekerasan
seksual45:
1) Kekerasan Psikologis;
Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina,
mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa
sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.
2) Kekerasan Fisik;
Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan,
dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.
3) Kekerasan Seksual;
Perilaku seseorang yang di dalamnya meliputi pemaksaan melakukan
hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri.46
Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah
tangga, yaitu:
44S.Miyenti, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga (Yogyakarta: Pusat
Penelitian Kependudukan UGM, 1999), h. 37.
45S.Miyenti, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, h. 30.
46S.Miyenti, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga, h. 31-34.
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a) Kekerasan Fisik;
Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.47
b) Kekerasan Psikis;
Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat
mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang.48
c) Kekerasan Seksual;
1) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan
seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah
tangga tersebut.
2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan
tertentu.49
d) Penelantaran Rumah Tangga.
1) Penelantaran rumah tangga adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang
dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2) Penelantaran sebagaimana tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
47Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri, h. 92.
48Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri, h. 93.
49Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri, h. 93.
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melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga
korban berada di bawah kendali orang tersebut.50
Menurut Fathul Jannah dan kawan-kawan, bentuk-bentuk kekerasan terhadap
isteri, yaitu:
a) Kekerasan Fisik;
Bentuk-bentuk kekerasan fisik antara lain; dipukul, dilempar benda,
ditendang.51 Perbuatan seseorang yang menimbulkan bekas.
b) Kekerasan Psikologis;
Kekerasan psikologis yang dialami isteri memang tidak menimbulkan bekas
seperti kekerasan fisik, namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri
bahkan memicu dendam di hati isteri kepada suami. Bahkan sebagian besar dampak
kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi atau diobati daripada kekerasan fisik.
Bentuk kekerasan psikologis yang dialami isteri adalah bentuk caci maki, kata-kata
kasar, ancaman, penolakan dan tuduhan.52
c) Kekerasan Ekonomi;
Keadaan isteri yang bekerja dimanfaatkan oleh suami untuk melakukan
kekerasan ekonomi. Sebagian suami tidak mau memberikan gajinya karena tahu
bahwa istri berpenghasilan. Sebagian isteri juga tidak terlalu menuntut suami
menyerahkan gajinya dan memilih untuk menggunakan penghasilan sendiri untuk
memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan.
Jenis kekerasan ekonomi yang dialami isteri adalah suami tidak jujur atau tidak adil
50Milda Marlia, Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri, h. 94.
51Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 31.
52Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 35.
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(menyembunyikan sebagian gaji, namun menuntut pelayanan lebih baik), mengambil
harta isteri tanpa izin, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, tidak memberi
uang belanja sama sekali, menuntut isteri memperoleh penghasilan lebih banyak.53
d) Kekerasan Seksual;
Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar
dari sebuah pernikahan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan,
kenikmatan dan kepuasan seksual. Darwin mengatakan bahwa kepuasan seksual
merupakan salah satu faktor penentu dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi, bila
salah seorang dari dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak
menikamtinya maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang dihindari,
bahkan dibenci. Banyak pasangan suami isteri yang tidak menikmati hubungan intim
yang mereka lakukan. Hal ini terjadi karena salah satu dari pihak merasa tidak
diperlakukan selayaknya. Satu pihak memaksakan pihak lain. Pemaksaan dan sikap
acuh terhadap hasrat dan kepuasan seksual pasangan merupakan salah satu bentuk
kekerasan seksual.
Bentuk-bentuk kekerasan seksual antara lain; dilecehkan setelah melakukan
hubungan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri dan tidak
memenuhi kebutuhan seks isteri.54
Bentuk kekerasan fisik dapat diklasifikasi dalam tiga tingkatan, yakni:
1) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang,
memukul, menyudut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan
dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:
53Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 41-42.
54Fathul Jannah, dkk., Kekerasan terhadap Isteri, h. 46.
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a) Cidera berat.
b) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari.
c) Pingsan.
d) Luka berat pada tubuh korban atau luka yang sulit disembuhkan atau yang
menimbulkan bahaya mati.
e) Kehilangan salah satu panca indera.
f) mendapat cacat.
g) Menderita lumpuh.
h) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih.
i) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
j) Kematian korban.
2) Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong atau
perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
a) Cidera ringan.
b) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.
3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis
kekerasan berat.55
Bentuk kekerasan psikis dapat diklasifikasikan dalam dua tingkatan, yakni:
1) Kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi.
Kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan, pemaksaan
dan isolasi sosial, tindakan atau ucapan yang merendahkan atau menghina,
penguntitan, kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi;
55LBH APIK Jakarta, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
(Makalah),http://www. lbh.apik. or.id/kdrt. bentuk. htm ( 11 Februari 2013 )
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yang masing-masing bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu
atau beberapa hal berikut:
a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi
seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
b) Gangguan stress pasca trauma.
c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperi tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi
medis).
d) Depresi berat.
e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas sosial.
f) Bunuh diri.
2) Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi,
eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan,
pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau
menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomi yang
masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah
satu atau beberapa hal di bawah ini:
a) Ketakutan dan perasaan terteror.
b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk
bertindak.
c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual.
d) Gangguan fungsi tubuh ringan, misalnya sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa
indikasi medis.
e) Fobia atau depresi temporer.56
56LBH APIK Jakarta, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
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Menurut Elmira kekerasan psikis lebih sulit dikenali daripada kekerasan fisik
karena yang terluka ada di dalam. Namun gejalanya bisa diamati seperti isteri yang
biasanya ceria, riang dan suka bergaul, tiba-tiba menjadi orang yang pendiam,
murung dan tidak berani keluar rumah. Kekerasan psikis adalah pemakaian kata-kata
kasar, kotor dan merendahkan. Sikap dan tindakan membanding-bandingkan isteri
dengan isteri atau kakak atau bahkan tetangga juga termasuk dalam kategori ini.57
Bentuk kekerasan seksual, berupa:
a) Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera suami. Isteri dipaksa melakukan anal
seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam
mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki
isteri.
b) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri tertidur
c) Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama sementara
isteri tidak menyanggupinya
d) Pemaksaan hubungan seksual oleh suami yang sedang mabuk atau menggunakan
obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan
bersama dan isteri tidak menginginkannya.
e) Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambahkan gairah seksual
f) Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang haid/menstruasi
g) Pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan psikis seperti
mengeluarkan ancaman serta caci maki.\
57Kelainan dan Kondisi Situsional Pencetus KDRT. (Hikmah), Pikiran Rakyat.Com., Minggu
21 November 2004, http://www. pikiran rakyat. com/cetak/ 1104/25/hikmah/lainnya 07. htm.(11
Februari 2013)
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h) Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti
memasukkan benda ke dalam vagina isteri, mengoleskan balsem ke vagina isteri
dan bentuk kekerasan fisik lainnya.58
Dari segi tingkatannya, bentuk kekerasan seksual terbagi tiga, yakni:
1) Kekerasan seksual berat, berupa:
a) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual,
mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa
muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
b) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan isteri atau pada saat isteri tidak
menghendaki.
c) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau
menyakitkan.
d) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau
tujuan tertentu.
e) Terjadinya hubungan seksual yang pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan
korban yang seharusnya dilindungi.
f) Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang
menimbulkan sakit, luka atau cidera.
2) Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti
komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non
verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang
meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki isteri bersifat melecehkan dan
atau menghina.
58LBH APIK Jakarta, Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Perkawinan adalah Kejahatan
Perkosaan, http://www.lbh apik.or.id/fact. htm 28k (diambil tanggal 11 Februari 2013)
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3) Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis
kekerasan seksual berat.59
Kekerasan seksual lebih sulit dikenali karena kejadiannya di tempat yang
sangat tersembunyi. Lagipula, para isteri yang mengalami kekerasan seksual enggan
menceritakan atau melaporkan hal ini karena dianggap mencoreng muka sendiri.60
Bentuk- bentuk kekerasan (ekonomi) terbagi dua tingkatan, yaitu:
1) Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan
pengendalian lewat sarana ekonomi, berupa:
a) Memaksa isteri bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
b) Melarang isteri bekerja tetapi menelantarkannya.
c) Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan isteri, merampas dan atau
memanipulasi harta benda isteri.
2) Kekerasan ekonomi ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang
menjadikan isteri tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak
terpenuhi kebutuhan dasarnya.61
Termasuk kekerasan ekonomi adalah memaksa isteri bekerja melebihi
kapasitasnya dan atau menghambur-hamburkan penghasilan yang diperoleh isteri.
Termasuk di dalamnya memaksa isteri untuk melacur. Sedangkan kekerasan sosial
adalah sikap atau tindakan membatasi pergaulan isteri. Misalnya, isteri dikungkung
di rumah dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan di luar seperti ikut arisan atau
pengajian majelis taklim.62
59LBH APIK Jakarta, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
60Kelainan dan Kondisi Situsional Pencetus KDRT.
61LBH APIK Jakarta, Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
62Kelainan dan Kondisi Situsional Pencetus KDRT.
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Ukuran kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang adalah
kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.63
Kekerasan psikis yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis
berat pada seseorang.64 Kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan
seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dengan
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.65 Kekerasan penelantaraan rumah tangga
yang meliputi menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan
kepada orang tersebut. Juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang ter
sebut.66
B. Memahami Maqa>s{id al-Syari’ah
1. Definisi Maqa>s{id al-Syari’ah
Konsep maqa>s}id al-syari>’ah sebenarnya telah dimulai dari masa al-Juwaini>
yang terkenal dengan Imam Haramain dan Imam al-Gaza>li>.67 Konsep tersebut
kemudian disusun secara sistimatis oleh seorang ahli ushul fikih bermazhab Maliki
63Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 6.
64 Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 7.
65 Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 8.
66 Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 9.
67Aliasyadi Kahar, Epistemologi Maqashid Syariah Perspektif  Para Tokoh (kairo: Ikatan
Alumni & keluarga As’adiyah (Ikakas), 2007), h. 3-4.
57
dari Granada (Spanyol), yaitu Imam al-Sya>t}biy (w. 790 H).68 Konsep itu ditulis
dalam kitabnya yang terkenal dengan judul al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Syari>‘ah,
khususnya pada juz II yang oleh al-Sya>t}bi> dinamakan kita>b al-Maqa>s}id. Menurut al-
Sya>t}bi>, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba
(mas}a>lih} al-‘iba>d), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam
pandangannya menjadi maqa>s}id al-syari>’ah. Dengan kata lain, penetapan syariat,
baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafs}i>lan), didasarkan pada
suatu ‘illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.69
Konsep maqa>s}id al-syari>’ah merupakan salah satu pokok bahasan yang sangat
penting dalam kajian ushul fiqh. Para ulama ushul, baik klasik maupun kontemporer
selalu mengaitkan persoalan hukum dengan tujuan penetapannya. Ini disebabkan
keyakinan kuat umat Islam bahwa semua ketetapan hukum syara‘ pasti mengandung
tujuan mulia. Mustahil suatu ketetapan hukum yang disyariatkan sya>ri‘ tidak
mengandung tujuan.
Di kalangan ulama ushul terdapat perbedaan istilah antara satu dengan
lainnya. Muhammad Abu> Zahrah, misalnya, menyebutnya dengan maqa>s}id al-ah}ka>m
مﺎـﻜﺣﻻا ﺪـﺻﺎﻘﻣ( ).70 Sementara itu Zaki> al-Di>n Sya‘ba>n71 dan Abd al-Wahha>b Khalla>f72
mengistilahkan dengan maqa>s}id al-tasyri>‘ )ﻊﻳﺮﺸﺘﻟاﺪﺻﺎﻘﻣ( . Sedangkan maqa>s}id al-syari>‘ah
68Muh}ammad Makhlu>f, Syajarah al-Nu>r al-Z||akiyyah (Beirut: Da>r al-Kutub al-Arabi>, 1349 H),
h. 231.
69Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-
Taufiqiyyah, 2004), h. 2-3.
70Muh}ammad Abu> Zahrah, Us}u>l Fiqh (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, 2006), h. 364.
71Zaki> al-Di>n Sya‘ba>n, Us}u>l al- Fiqh al-Isla>mi> (Mesir: Da>r al-Ta’li>f, 1965), h. 381.
72Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Mesir: Maktabah al-Da‘wah al-Isla>mi>yah,
1990),  h. 197.
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merupakan istilah yang digunakan oleh Imam Abu> Ish}a>q al-Sya>t}ibi>73 dan ‘Abd al-
Kari>m Zaida>n.74 Sekalipun terdapat perbedaan istilah di kalangan ulama ushul,
tetapi mengandung pengertian sama.
Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, al-Sya>t}bi> membagi maqa>s}id
menjadi tiga tingkatan, yaitu: maqa>s}id al-d}aru>riyya>t, maqa>s}id al-ha>jiyya>t, dan
maqa>s}id al-tah}si>niyya>t. D}aru>riya>t maksudnya adalah keberadaannya diharuskan
demi kemaslahatan hamba. Artinya jika hal tersebut tidak ada akan menimbulkan
kerusakan, misalnya rukun Islam. H}a>jiyya>t maksudnya sesuatu yang dibutuhkan
untuk menghilangkan kesusahan, seperti rukhs}ah (keringanan) tidak berpuasa bagi
orang sakit. Tah}siniyya>t artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan
menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis dan
menutup aurat. Menurut al-Sya>t}biy, d}aru>riyya>t dirinci dalam lima tujuan, yaitu: (1)
Menjaga agama (h}ifz} al-di>n); (2) Menjaga jiwa (h}ifz} al-nafs); (3) Menjaga akal (h}ifz}
al-‘aql); (4) Menjaga keturunan (h}ifz} al-nasl); (5) Menjaga harta (h}ifz} al-ma>l).75
Secara substansial, maqa>s}id al-syari>’ah mengandung kemaslahatan, baik
ditinjau dari maqa>s}id al-sya>r'i (tujuan Tuhan). Dalam hubungan ini ada yang harus
diperhatikan dalam melihat eksistensi maslahat yang merupakan inti dari maqa>s}id
al-syari>’ah, yaitu: bahwa maqa>s}id al-syari>’ah dilihat dari maksud sya>ri‘ (Pembuat
hukum). Abu> Ish}a>q al-Sya>t}bi> menjelaskan bahwa ditinjau dari segi maksud sya>ri‘,
maka maqa>s}id al-syari>’ah tidak lain adalah bertujuan untuk mewujudkan
73Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-
Ah}ka>m, Juz II, h. 268.
74Abd al-Kari>m Zaida>n, al-Waji>z fî Us}u>l al-Fiqh (Baghdad: al-Da>r al-Ara>bi>yah li al-Tiba>‘ah,
1977), h. 383.
75Abd al-Kari>m Zaida>n, al-Waji>z fî Us}u>l al-Fiqh , h. 5.
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kemaslahatan bagi seluruh umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.76 Al-
Sya>t}bi> berbicara secara luas tentang ini. Namun demikian dapat diringkaskan atau
disimpulkan kepada tiga tingkatan yaitu: d}aru>riyah, h}aji>yah dan tah}si>ni>yah. Masing-
masing tingkatan maslahat ini menunjukkan tingkat atau peringkat kepentingannya.
Maslahat d}aru>ri>yyah ﺔﻳروﺮــﻀﻟا( )  merupakan peringkat pertama atau menyangkut
kepentingan primer atau pokok. Maslahat d}aru>riyya>t adalah menyangkut
kepentingan dan kemaslahatan pokok yang tidak dapat tidak mesti ada, jika tidak
akan menimbulkan kerusakan bagi kelangsungan hidup manusia.  Ada lima
kepentingan pokok yang termasuk ke dalam maslahat d}aru>riyya>t ini yaitu
terpeliharanya: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Kemudian maslahat h}a>jiyya>t ialah menyangkut kepentingan atau maslahat
yang sifatnya sekunder. Sekiranya aspek h}a>jiya>t ini tidak/belum terwujud tidaklah
membawa atau menimbulkan bencana atau kerusakan, tetapi dapat menimbulkan
kesulitan bagi manusia. Misalnya dalam lapangan ibadah Allah memberikan jalan
keluarnya, yaitu ada rukhs}ah. Misalnya boleh tidak berpuasa jika sakit atau safar
dalam jarak tertentu, atau boleh meng-qas}ar salat dalam perjalanan.
Selanjutnya mengenai maslahat tah}si>niyya>t adalah menyangkut kepentingan
yang sifatnya pelengkap atau kesempurnaan saja. Sekiranya tidak terpenuhi tidaklah
menimbulkan kesulitan dan tidak pula mengancam salah satu dari lima kepentingan
pokok di atas. Al-Sya>t}ibi> menjelaskan bahwa kepentingan tah}si>niyya>t ini hanya
berkaitan dengan kepatutan dan kepantasan menurut adat kebiasaan )تادﺎـﻌﻟا ﻦـﺳﺎﳏ( ,
keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlak yang  berlaku dalam kehidupan.
Dalam ibadat, Islam menetapkan bersuci, berhias dan menggunakan harum-haruman.
76Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, h. 3-4.
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Dalam prakteknya, ketiga tingkatan maslahat di atas merupakan satu
kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pemahaman dan penerapan ketiga maslahat di
atas  tidaklah secara parsial.
Urgensi kajian maqa>s}id al-syari>’ah dalam kaitannya dengan tugas hakim
sebagai pihak penegak hukum adalah karena setiap penerapan hukum atau keputusan
hukum yang dibuat oleh hakim hendaklah sejalan dengan tujuan hukum yang hendak
dicapai oleh syari’at. Apabila penerapan suatu rumusan hukum akan bertentangan
dengan kemaslahatan manusia, maka penerapan hukum ini harus ditangguhkan dan
harus dicarikan rumusan hukum bentuk lain yang segi maslahatnya lebih
menguntungkan bagi subjeknya. Dalam hal-hal seperti inilah munculnya hukum
pengecualian atau lebih spesifik lagi dalam istilah kalangan Hanafiyah disebut
dengan metode istih}sa>n. Metode istih}sa>n merupakan metode pengecualian dari
bentuk-bentuk hukum yang umumnya diberlakukan pada kasus yang sama. Metode
ini diberlakukan ketika penerapan hukum yang berlaku umum terhadap kasus
tertentu ternyata berakibat negatif bagi pihak yang seharusnya justru akan meraih
kemaslahatan. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari
penerapan hukum-hukum dari penerapan hukum-hukum, pengecualian secara sah
perlu diberlakukan.77
2. Obyek Maqa>s{id al-Syari>’ah
Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemashlahatan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum
itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari
keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan
77Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis
Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 29-30.
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hukum Islam.78 Hal senada juga dikemukakan oleh al-Sya>t}ibi>, al-Sya>t}ibi> menegaskan
bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan
hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang
tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat
dilaksanakan.79 Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah,
maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut ke dalam lima
misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya
kemaslahatan. Kelima misi maqa>s}id al-syari>’ah/maqa>s}id al-khamsah80 dimaksud
adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.81
78Ibn al-Qayyim, I’la>m al-Muwaqi’i>n Rabb al- ‘A<lami>n, Juz III (Beirut: Da>r al-Jail, t.th.), h.
3.
79Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, h. 150. lebih lanjut tentang
tujuan hukum Islam dapat dilihat dalam Fath} al-Da>raini>, al-Mana>hij al-Us}u>liyyah fi> Ijtiha>d bi al-Ra’yi
fi> al-Tasyri>’ (Damsyik: Da>r al-Kita>b al-Hadi>s\, 1975), h. 28. Muhammad Abu> Zahrah, Us}u>l al-Fiqh, h.
366.
80Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang hirarki urutan kelima d}aru>riyyah ini
bersifat ijtihadiy bukan naqliy, artinya ia disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nas
yang diambil dengan cara istiqra’ (induktif). Dalam merangkai kelima d}aru>riyyah ini (ada juga yang
menyebutnya dengan al-kulliyya>t al-khamsah), al-Sya>t}ibiy terkadang lebih mendahulukan ‘aql dari
pada nasl, terkadang nasl terlebih dahulu kemudian ‘aql dan terkadang nasl laluma>l dan terakhir ‘aql.
Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam susunan yang manapun al-Sya>t}ibiy tetap selalu
mengawalinya dengan di>n dan nafs terlebih dahulu.
Dalam al-Muwa>faqa>t I/38, II/10, III/10 dan IV/27 urutannya adalah sebagai berikut: al-
di>n (agama), al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), al-ma>l (harta) dan al-‘aql (akal). Sedangkan dalam al-
Muwa>faqa>t III/47: al-di>n, al-nafs, al-‘aql, al-nasl dan al-ma>l. Dan dalam al-I’tis}a>m II/179 dan al-
Muwa>faqa>t II/299: al-di>n, al-nafs, al-nasl, al-‘aql dan al-ma>l.
Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah-sah saja karena sifatnya
ijtiha>di>. Para ulama ushul lainnya pun tidak pernah ada kata sepakat tentang hal ini. Bagi al-Zarka>syi
misalnya, urutan itu adalah: menurut al-A<midiy: al-di>n, al-nafs, al-nasl, al-‘aql dan al-ma>l (al-A<midiy,
Al-Ih}ka>m, h. 252). Bagi al-Qara>fiy: al-nufu>s, al-adya>n, al-ansa>b, al-‘uqu>l, al-amwa>l atau al-a’rad} (al-
Qara>fi>, al-Furu>‘, op. cit., h. 391). Sementara menurut al-Ghaza>liy: al-din, al-nafs, al-‘aql, al-
nasl dan al-ma>l, lihat al-Ghaza>liy, al-Mustas}fa>, h. 258.
Namun urutan yang dikemukakan al-Gazaliy ini adalah urutan yang paling banyak dipegang
para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Bahkan, Abdullah Darra>z, pentahkik al-
Muwa>faq>at sendiri, memandang urutan versi al-Gaza>liy ini adalah yang lebih mendekati kebenaran,
Darra>z, Juz II, h. 153.
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Untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok itu, al-Sya>t}ibi>
membagi kepada tiga tingkat, yaitu maqa>s}id al-d}aru>riyya>t, maqa>s}id al-h}a>jiyya>t dan
maqa>s}id al-tah}si>niyya>t.82 Pengelompokan ini didasarkan pada kebutuhan dan skala
prioritas. Urutan level ini secara hirarkis akan terlihat kepentingan dan
signifikansinya, manakala masing-masing level satu sama lain saling bertentangan.
Dalam konteks ini level d}aru>riyya>t menempati peringkat pertama disusul h}a>jiyya>t
dan tah}si>niyya>t.
a. Maqa>s}id al-D{aru>riyya>t
Al-D{aru>riyya>t (primer) adalah sesuatu yang amat diperlukan dalam kehidupan
keagamaan atau keduniaan manusia dalam arti apabila itu tidak ada, rusaklah
kehidupan manusia dan akan menimbulkan siksaan di akhirat kelak.83 Atau adalah
memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia.84
Maksudnya kemaslahatan-kemaslahatan yang kepadanya bersandar kehidupan
manusia dan eksistensi masyarakat. Jika kemaslahatan itu tidak ada maka akan
terjadi ketidak stabilan, kerusakan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.
Cara kerja dari kelima d}aru>riyyat di atas adalah masing-masing harus berjalan sesuai dengan
urutannya. Menjaga al-di>n harus lebih didahulukan daripada menjaga yang lainnya; menjaga al-
nafs harus lebih didahulukan dari pada al-‘aql dan al-nasl begitu seterusnya. Salah satu contoh yang
dapat dikemukakan adalah membunuh diri atau menceburkan diri dalam kebinasaan adalah sesuatu
yang dilarang sebagaimana bunyi teks dalam Q.S al-Baqarah. Akan tetapi kalau untuk kepentingan
berjihad dan kepentingan agama Allah, menjadi boleh karena sebagaimana telah disinggung di atas
bahwa menjaga agama harus didahulukan dari pada menjaga jiwa. Oleh kerena itu, sebagian besar
para ulama membolehkan istisyha>d para pejuang Palestina dengan pertimbangan hukum tersebut.
81al-Gaza>li>, al-Mustas}fa> fi> ‘Ilm al-Us}u>l (Cet. I; Bairut: Da>r al-Kutub ‘Ilmiyah, 1993), h. 20.
82Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz. II, h. 6.
83Muhammad Mawardi Djalaluddin, al-Maslahah al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum
Islam (Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh) (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h.
95.
84Fathurrahman Djamil, Metode Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos, 1995), h.40.
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D}aru>riyya>t ini mencakup masalah dasar-dasar ibadah, adat kebiasaan dan
muamalat, maka masalah pokok ibadah dari aspek perbuatan yang harus
dilaksananakan untuk memelihara agama, seperti beriman, mengucapkan dua
kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan,
berhaji dan lain sebagainya, yang termasuk dalam hal-hal yang wajib dikerjakan.
Masalah adat kebiasaan meliputi hal-hal yang dapat memelihara jiwa dan
akal, yaitu makan, minum, sandang dan papan, dan lain sebagainya. Dari sudut
pandang d}aru>riyya>t dalam hal muamalat adalah memelihara keturunan dan harta,
termasuk juga memelihara jiwa dan akal.
Dengan demikian maka d}aru>riyya>t seluruhnya ada lima macam, yaitu:
1) Memelihara agama
Yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam
peringkat primer, seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat itu
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2) Memelihara jiwa
Yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan
hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat
terancamnya eksistensi jiwa manusia.
3) Memelihara akal/pikiran/pendapat
Dalam peringkat d}aru>riyya>t, seperti diharamkan meminum minuman keras.




Yaitu sebagaimana disyariatkan nikah dan dilarang berzinah. Dan apabila
kegiatan ini diabaikan begitu saja maka akan berakibat eksistensi manusia
akan terancam
5) Memelihara harta/kepemilikan
Dalam syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta
orang dengan cara yang tidak sah.
Kelima hal tersebut ini berlaku secara universal  dalam agama apapun di
dunia ini dan termasuk dalam d}aru>rah ‘ainiyyah. Karena setiap pribadi muslim
diwajibkan hal-hal tersebut di atas.
Al-Sya>t}ibi>, membagi d}aru>rah, kepada dua bagian, yaitu:
1) D{aru>rah yang ada porsi mukallaf di dalamnya, yang bersifat segera dan urgen.
Seperti, mewujudkan kemaslahatan diri dan keluarganya dari makan, minum,
pakaian dan papan serta hal-hal lainnya yang dianalogikan kepadanya, seperti jual
beli, akad nikah dan lain-lain.85
2) D}aru>rah yang tidak ada porsi mukalaf di dalamnya, yang bersifat segera dan
urgen, baik fard}u ‘ain atau kifa>yah. Seperti, ibadah badaniyyah atau ibadah
ma>liyyah. Contohnya fard}u ‘ain, adalah taharah, salat, zakat, puasa, haji dan lain
sebagainya. Dalam hal fard}u kifa>yah, seperti, pemerintahan, peradilan, jihad dan
lain sebagainya yang bersifat kepentingan umum.86
b. Maqa>s}id al-H{a>jiyya>t
Maqa>s}id al-h}a>jiyya>t adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk
menghilangkan kesukaran dan menghindarkan diri dari kesempitan dalam hidup.
85Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, h. 480.
86Abu> Ish}a>q al-Sya>tibi>, al-Muwa>faka>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, Juz II, h. 480.
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Sekiranya hal tersebut dikesampingkan, maka mukalaf akan mendapatkan kesukaran
dan kesempitan, akan tetapi belum sampai pada tahap membahayakan.87
Maqa>s}id al-h}a>jiyya>t ini berlaku baik pada berbagai macam ibadah, adat
kebiasan, muamalat dan pada kriminal atau jinayat. Pada ibadah, umpamanya, pada
dispensasi mendapat keringanan, karena sakit atau bermusafir, boleh meninggalkan
puasa dan menjamakkan salat dan memendekkannya. Pada masalah adat kebiasaan,
umpamanya pembolehan berburu, dan memakan makanan yang halal dan bergizi,
dan lain sebagainya. Sedangkan pada muamalah dan jinayah adalah seperti
melaksanakan transaksi qira>d}, jual beli saham dan lain-lain. Pada jinayah, seperti
hukum sumpah atas pembunuhan berdarah dan kewajiban membayar diyat
pembunuhan kepada keluarga pembunuh.
Penjelasan al-H{a>jiyya>t ini terbagi menjadi lima kelompok yaitu:
1) Memelihara Agama
Memelihara agama dalam peringkat al-h}a>jiyya>t yaitu melaksanakan
ketentuan agama dengan maksud untuk menghindari kesulitan seperti salat jamak
dan salat qas}ar bagi orang yang sedang berpergian. Dan apabila ketentuan ini tidak
dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan
mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2) Memelihara Jiwa
Memelihara jiwa dalam peringkat al-h}a>jiyya>t ini seperti diperbolehkannya
berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Dan apabila hal ini
87‘Ali Hasbullah, Us}u>l al-Tasyri>‘ al-Isla>miy (Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, 1976), h. 335.
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diabaikan maka tidak akan mengancam eksistesi manusia melainkan hanya
mempersulit hidupnya.
3) Memelihara Akal/pikiran/pendapat
Memelihara akal dalam peringkat al-h}a>jiyya>t ini seperti dianjurkan untuk
menuntut ilmu pengetahuan. Dan apabila sekiranya hal tersebut tidak dilakukan
maka tidak akan merusak akal akan tetapi akan mempersulit diri seseorang dalam
kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
4) Memelihara Keturunan/kehormatan
Memelihara keturunan dalam peringkat al-h}a>jiyya>t ini seperti ditetapkannya
ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak
talak padanya. Apabila mahar tersebut tidak disebutkan pada waktu akad maka
suami akan mengalami kesulitan untuk itu ia harus membayar mahar mis\l.
Sedangkan untuk masalah talak, suami akan mengalami kesulitan apabila ia tidak
menggunakan hak talaknya padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis lagi.
5) Memelihara Harta
Memelihara harta dalam peringkat al-h}a>jiyya>t ini seperti syariat tentang jual-
beli dengan cara saham. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan
mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan
modal.
c. Maqa>s{id al-Tah}si>niyya>t
Adapun makna maqa>s{id al-tah}si>niyya>t adalah mengambil sesuatu yang
terlebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek
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yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Atau dalam arti lain, tah}si>niyya>t adalah
apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia. Baik dalam masalah ibadah,
seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci,
maupun dalam adat kebiasaan, seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam
hal muamalat, seperti dilarang jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka
dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayat atau kriminal.
Adapun penjelasan al-tah}si<niyya>t ini juga terbagi menjadi lima pokok yaitu :
1) Memelihara Agama
Memelihara agama dalam peringkat al-tah}si<niyya>t ini adalah mengikuti
petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi
pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam
maupun di luar salat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Hal seperti itu erat
kaitannaya dengan akhlak terpuji. Dan apabila hal ini tidak mungkin untuk
dilakukan maka hal ini tidak akan mengancam eksisitensi agama dan tidak pula
mempersulit bagi orang yang melakukannya.
2) Memelihara Jiwa
Memelihara jiwa dalam peringkat al-tah}si<niyya>t ini seperti ditetapkan
tatacara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika
dan sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun
mempersulit kehidupan seseorang.
3) Memelihara Akal
Memelihara akal dalam peringkat al-tah}si<niyya>t ini seperti menghindarkan
diri diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hali ini
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erat kaitannya dengan etika, dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara
langsung.
4) Memelihara Keturunan
Memelihara keturunan dalam peringkat al-tah}si>niyya>t sebagaimana
disyariatkan khit}bah dan walimah dalam perkawinan. Dan hal ini dilakukan dalam
rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka
tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit orang yang
melakukan perkawinan.
5) Memelihara Harta
Memelihara harta dalam peringkat al-tah}si<niyya>t ini seperti syariat tentang
jual-beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dilakukan maka tidak akan
mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan
modal.
Tiga macam tingkatan maqa>s}id al-syari>’ah tersebut menimbulkan pertanyaan,
mengapa hanya tiga tingkatan bukan lainnya?adapun alasan yang menentukan
tingkatan maqa>s}id al-syari>’ah itu terdiri dari tiga yaitu berdasarkan pengamatan dan
realitas bahwa setiap pribadi atau masyarakat maslahatnya hanya terdiri dari tiga hal
tersebut yaitu d}aru>riyyah, h}a>jiyyah dan tah}si>niyyah saja.
Berdasarkan pada peringkat pentingnya tingkatan maqa>s}id al-syari>’ah
tersebut, maka maslahat d}aru>riyyah menempati tingkatan yang paling tinggi dan
harus didahulukan, karena bila hal tersebut diabaikan dapat merusak pada sistem dan




PASAL-PASAL DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ISLAM
A. Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik
1. Undang-Undang;
Pasal 44 UU PKDRT:
a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) mengakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta
rupiah).
c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (b) mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta
rupiah).
d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (a) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
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kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).1
2. Hukum Islam;
Hukum Islam melarang kekerasan fisik, baik dalam rumah tangga maupun di
luar rumah tangga. Salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik adalah
kesalahpahaman memaknai surah al-Nisa> ayat 34. Kata wad{ribu>hunna selalu
dimaknai dengan kata memukul. Menurut M. Quraish Shihab, kata d}araba yang
diterjemahkan memukul, digunakan al-Qur’an untuk pukulan yang keras maupun
lemah lembut. Untuk berjalan melangkahkan kaki digunakan kata d}araba, walaupun
sipejalan tidak memukul dan mengentakkan kakinya dengan keras. Hal itu termuat
dalam surah al-Nisa> ayat 101. Demikian halnya dalam surah al-Kahfi ayat 18
menggunakan kata dalam arti “mendendangkan sesuatu secara lemah lembut ke
telinga seseorang agar dia tertidur”. Sebagaimana kata tersebut digunakan juga
dalam arti membuat perumpamaan, seperti yang tertera dalam surah Ibrahim ayat
24.2 Maka jangan memahami kata d}araba ‘memukul’ dalam arti ‘menyiksa atau
bahkan ‘menyakiti’. Sementara sebagian ulama memahami perintah menempuh
langkah pertama dan kedua pada ayat tersebut ditujukan kepada suami, sedangkan
langkah ketiga yakni ‘memukul’ ditujukan kepada penguasa. Atas dasar ini, ulama
besar Atha’ berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul isterinya, paling tinggi
hanya memarahinya. Betapa pun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul isteri
oleh suami, harus dikaitkan dengan hadis-hadis Nabi saw. yang mensyaratkan bahwa
pemukulan tidak boleh menciderai, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan
1Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2Makna perumpamaan juga tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 26.
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yang menilai pemukuan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak
terhormat, dan bahwa itu adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh guna
menyelamatkan rumah tangga.3 Namun Rasulullah saw. mengingatkan dalam
sabdanya agar jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti. Di hadis lain
beliau bersabda: Tidakkah kalian malu memukul isteri kalian seperti memukul
keledai? Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik
dengan nasihat dan cara lain.4
Secara umum, ulama menafsirkan kata wad}ribu>hunna dalam ayat ini dengan
makna hakiki, yaitu memukul. Namun demikian para ulama juga memahami kata ini
dengan pukulan yang tidak dimaksudkan untuk menyakiti, melukai atau mencederai.
Rasulullah saw. menjelaskan bahwa memukul seorang isteri tidak boleh mengenai
wajah dan tidak boleh mencederai. Syaikh Mutawalli> al-Sya’rawi> menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan tidak mencederai ialah pemukulan yang tidak sampai
mengucurkan darah, tidak meninggalkan bekas dan tidak meretakkan tulang.
Pemukulan dilakukan untuk menunjukkan rasa ketidak ridhaan suami atas perlakuan
isteri, karena itu pemukulan tidak boleh dilakukan atas dasar rasa benci, tapi justru
dengan rasa kasih sayang yang dimaksudkan untuk merubah perilaku ketidak taatan
isteri. Lebih lanjut Syaikh Mutawalli> al-Sya’rawi memberikan gambaran praktek
pemukulan dengan mengambil contoh kisah Nabi Ayyub a.s. yang pernah bersumpah
akal memukul isterinya seratus kali lalu kemudian diperintahkan oleh Allah swt.
3M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru (Cet. VII; Tangerang: Lentera Hati, 2011), h. 321-326
4M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II (Cet.
IX:  Jakarta:  Lentera Hati, 2007),  h. 431.
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untuk mengambil seratus (seikat) rumput/jerami yang digunakan untuk memukul
isterinya.5 Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS S}ad/38:44
                      

Terjemahnya:
Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan
janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub)
seorang yang sabar, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat
(kepada Tuhan-nya).6
Kisah Nabi Ayyub a.s. dalam ayat tersebut menggambarkan sebuah praktek
memukul isteri yang tidak didasarkan pada rasa dendam, amarah ataupun kebencian,
namun semata-mata untuk memenuhi tuntutan sumpah, di antara rasa kasih sayang
yang masih dimiliki Nabi Ayyub a.s. kepada isterinya.7
Memukul isteri dengan seikat rumput/jerami sepertinya bukan saja tidak
mencederai isteri bahkan justru akan mampu membuat isteri menyadari rasa kasih
sayang dibalik pemukulan itu. Karena kegiatan mencari seratus rumput/jerami dan
mengumpulkannya menjadi seikat, sangat sulit dilakukan jika bukan didasarkan pada
rasa kasih sayang. Isteri yang dipukul dengan seikat tidak tersakiti, tapi justru
mungkin akan tersenyum bahkan terenyuh atas perbuatan suami, sehingga hatinya
tersentuh dan diharapkan dapat merubah perilaku tidak taatnya.8
5Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni (Cet. I; Depok: Paramuda Advertising, 2010), h. 88-90.
6Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 738.
7Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 91.
8Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 91.
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Pendapat dan kisah tersebut untuk menjelaskan bahwa langkah memukul
isteri, tidak boleh dilakukan dalam pengertian untuk menyakiti, mencederai ataupun
melukai. Bahkan sebaliknya, langkah tersebut harus dilakukan atas dasar kasih
sayang, yang ingin melihat isteri menjadi isteri yang salehah. Kisah tersebut juga
dapat dipahami bahwa meski memukul dalam ayat tersebut diartikan dalam makna
hakiki (fisik), namun karena didasarkan pada rasa kasih sayang suami, maka
diharapkan bahwa yang tersentuh bukan hanya jasmani semata, tetapi juga perasaan
yang terdalam, yakni cinta dan rasa sayang yang dimiliki seorang isteri pada
suaminya (psikis).9
Masa sekarang ini, apalagi di kalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan
lagi dianggap sebagai satu cara yang tepat.10 Atas dasar pemahaman makna seperti
itu, menyampaikan kata-kata atau kalimat yang tegas pada isteri, yang dimaksudkan
sebagai bentuk ketegasan untuk memperingatkan dan atau meruntuhkan keangkuhan
sikapnya yang sulit berubah, tampaknya cukup relevan untuk digunakan juga dalam
menafsirkan kata wad}ribu>hunna.11
Pemukulan yang akan dilakukan suami apabila nusyuz isteri berlanjut
walaupun telah menempuh dua tahap pengajaran. Al-Qurt{ubi> menyatakan bahwa
pemukulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemukulan yang tidak
menyakitkan, pemukulan yang tidak menyebabkan patah tulang atau luka kulit.
9Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 92.
10M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II, h.
432.
11Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 95.
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Sebab tujuan diadakannya pemukulan hanya untuk kebaikan.12 Hal tersebut juga
dijelaskan oleh Ibnu Kas}ir bahwa jika tidak memungkinkan dengan teguran dan
berpisahnya tempat tidur maka pukullah (isterimu) dengan pukulan yang tidak
menyakitkan. Yakni pukulan yang tidak mematahkan tulang dan meninggalkan
bekas.13 Beragamnya penafsiran dari term d}araba, bila diinginkan merekonstruksi
konsep nusyuz dengan menghilangkan pengaruh tradisional Arab jahiliyah yang
dalam banyak peristiwa cenderung merugikan pihak perempuan, mungkin dengan
memahami tahapan pengajaran, dua tahap pertama dilakukan suami secara bijak dan
tahap ketiga dilakukan ‘kekerasan’ terhadap perasaannya dengan jalan ancaman
akan diceraikan dengan kata lain alternatif ketiga diserahkan kepada penguasa yakni
hakim. Hal ini sesuai dengan muna>sabah (kolerasi) ayat sebelumnya yang
menerangkan tentang perselisihan suami isteri yang berkepanjangan dapat
diselesaikan melalui mediator yaitu hakam.14
Isteri yang bersikeras tetap nusyu>z meskipun telah melewati tahapan
sebelumnya, maka dalam kondisi seperti itu, sisuami boleh memukul dengan pukulan
yang tidak keras dan tidak menimbulkan luka. Zahir ayat ini meskipun dengan huruf
waw tematis mengindikasikan keseluruhan secara mutlak, akan tetapi keseluruhan
secara berurut. Bagian tubuh yang harus dihindari untuk dipukul adalah wajah. Juga
anggota tubuh lain yang dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Serta anggota
tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat. Jika
12Abi> Abd Allah Muh}ammad bin Ah}mad al-Ans}a>ri> al-Qurt{ubi>, Al-Jami>’ li Ahka>m al-Qur’an ,
Jilid III (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah), 1993), h. 133.
13Ibnu Kas|i><r, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz II (al-Qa>hirah: Dar> al-Hadis{, 2002), h. 327.
14Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam (Cet. I;
Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 198.
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isteri meninggal akibat pukulan,15 menurut Mazhab Hambali dan Maliki, tidak ada
jaminan karena pukulan diizinkan secara syariat. Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i,
itu dijamin karena pemenuhan hak terikat dengan syarat keselamatan pihak lain.
Pukulan juga bisa dilakukan dengan tangan atau tongkat kecil, jika suami menilai
diperlukan. Dan yang paling utama adalah cukup dengan ancaman tanpa pukulan.16
Islam membolehkan memukul isterinya akan tetapi pemukulan tersebut wajib
didahului oleh tahapan-tahapan upaya, yang diantaranya ialah memilih seorang isteri
yang tidak membutuhkan perlakuan kasar, mempengaruhi isteri dengan baik,
memberikan nasehat kepada isteri jika berbuat salah, kemudian memperingatkannya,
menakut-nakutinya, meminta beberapa orang dari pihak keluarga isteri untuk
memberikan nasehat kepada isteri, kemudian pisah ranjang dengannya. Namun jika
isteri tetap enggan dan membangkang, maka baru dibolehkan memukul dengan
pukulan yang ringan, yang tidak sampai mengalirkan darah, tidak sampai
memutuskan daging, tidak sampai mematahkan tulang, tidak merusak badannya,
tidak sampai mengenai wajahnya dan tidak sampai meninggalkan bekas. Bahkan
pemukulan hanya boleh menggunakan sikat gigi dan yang semisalnya. Namun
demikian, tindakan menahan diri untuk tidak memukul adalah lebih utama.17
15Kasus pemukulan yang menyebabkan kematian  dikategorikan sebagai pembunuhan karena
kesalahan, Unsur pembunuhan kesalahan ada 3, yaitu:pertama, adanya perbuatan yang menyebabkan
kematian; kedua, terjadinya perbuatan itu karena kesalahan, dan; ketiga, adanya hubungan sebab
akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban. Sanksi pembunuhan karena kesalahan
ada tiga, yaitu: hukuman pokok, berupa diyat dan kaffarah, hukuman penggantinya, puasa dan ta’zir,
dan hukuman tambahan, berupa hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat. Lebih jelas, lihat H.A.
Djazuli, fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2000), h. 133.
16Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII (Cet. II;Damsyiq: Da>r al-
Fikr;1985), h. 339-340.
17Ahmad al-Syarbas}i, Yas’alu>naka fi al-Di>n wa al-Hayah, terj. Ahmad Subandi, Yas’alu>naka;
Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan (Cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 231.
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Kata wad}ribu>hunna dalam ayat tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai
sebuah bentuk kekerasan. Makna “pukullah” bukanlah diartikan sebagai bentuk
kekerasan fisik karena hakikat dari memukul adalah menyakiti yang bertujuan
sebagai efek penjeraan. Kalaulah kata teguran atau ancaman suami dinilai sebagai
bentuk pemukulan terhadap perasaan isteri yang berdampak pada penjeraan maka
inilah makna dari ayat tersebut.
Pasal 51 UU PKDRT menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik
merupakan delik aduan. Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya
dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak-tindak
pidana seperti itu disebut klacht delicten yang merupakan lawan gewone delicten
yang berarti tindak-tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu
pengaduan. Pasal-pasal yang termasuk klacht delicten yakni pasal 72, 73, 74,75, 284
ayat 2, 287 ayat 2, 293 ayat 2, 319, 320 ayat 2, 321 ayat 3, 332 ayat 2, 335 ayat 2,
367 ayat 2 dan 394 ayat 2 sedangkan delik-delik selebihnya di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana termasuk kategori gewone delicten atau delik aduan biasa
yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan.18
Menurut pasal 116 ayat (d) kompilasi hukum Islam (KHI) bahwa perceraian
dapat terjadi karena alasan-alasan, termasuk alasan karena salah satu pihak
melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.19 Ini
berarti, penganiayan ringan serta tidak membahayakan belum termasuk alasan
18P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Sinar Baru
Bandung, 1983), h. 207.
19Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Cet. III; Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), h.
140.
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perceraian yang dibenarkan, karena masih memungkinkan adanya perdamaian atau
perbaikan.
Pasal 44 ketentuan pidana kekerasan fisik ini termasuk delik aduan biasa,
yang berarti tindak pidana ini dapat dituntut sekalipun tanpa pengaduan dari korban.
Memberikan ruang gerak kepada pihak ketiga untuk ikut campur atau terlibat dalam
kisruh rumah tangga yang bukan tidak mungkin akan lebih memperkeruh suasana,
jauh dari perdamaian berujung pada perceraian.
B. Ketentuan Pidana Kekerasan Psikis
1. Undang-Undang;
Pasal 5 UU PKDRT;
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap
orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara:
a. Kekerasan fisik;
b. Kekerasan psikis;
c. Kekerasan seksual; atau
d. Penelantaraan rumah tangga.
Pasal 7 UU PKDRT;
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,
hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau
penderitaan psikis berat pada seseorang.
Pasal 45 UU PKDRT;
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a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.
b. Dalam hal sebagaimana yang dimaksudkan, dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling
banyak tiga juta rupiah. 20
2. Hukum Islam;
Khusus bagi isteri, larangan dilakukannya kekerasan psikis itu terdapat
dalam QS al-Nisa>/4: 19
                     
                      
                
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.21
Kata wa’a>syiru>hunna bi al-ma’ru>f pada ayat tersebut adalah perintah untuk
memperlakukan pasangan dengan cara yang baik. Bukan hanya dari aspek fisik, tapi
juga aspek psikis dan seksual.
20Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
21Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h, 119.
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Mu’a>syarah adalah suatu pertemanan, kekerabatan dan kekeluargaan. Dalam
kalimat ini terkandung makna kebersamaan dan keakraban di antara mereka. Al-
ma’ru>f berakar dari kata ‘urf, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau
budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh
suatu masyarakat. Karena itu, ma’ru>f mengandung arti sesuatu yang dikenali dengan
baik. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dirumuskan bahwa ma’ru>f adalah
suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam
masyarakat. Semua hal itu dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-
ajaran agama, akal pikiran, maupun naluri-naluri kemanusiaan. Dengan demikian,
“baik” sebagai terjemahan al-ma’ru>f adalah berbeda dengan “baik” sebagai
terjemahan al-khair. Menurut M. Quraish Shihab, khair adalah nilai-nilai agama
yang universal, yang bersumber dari al-Qur;an dan sunah. Sedangkan ma’ru>f
merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Karena itu,
ma’ru>f bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.22
Berbicara mengenai mu’a>syarah bi al-ma’ru>f, dengan segala persoalannya,
tentu kita akan memahaminya sebagai suatu pergaulan atau pertemanan,
persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun secara bersama-sama
dengan cara-cara yang baik, yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakat
masing-masing, namun tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat,
maupun fitrah manusia.23
22Husein Muhamad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Cet
VI; Yogyakarta: LkiS, 2012), h. 144-146.
23Husein Muhamad, Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, h.
144-146.
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Kebahagiaan keluarga tidaklah cukup dengan hanya melimpahkan harta
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tetapi juga sangat dibutuhkan suasana
damai, tentram yang diliputi rasa kasih sayang. Untuk itu, antara suami isteri harus
saling memahami dan berupaya menjadi penghibur dan pelipur duka bagi yang
lainnya. Bergaul dengan isteri atau suami secara ma’ru>f (patut) yaitu suami-isteri
harus menggauli pasangannya (suami atau isteri) dengan cara yang disenangi oleh
pasangan masing-masing, namun tidak menyalahi syari’ah dan tradisi yang berlaku.
Ditekankan suami sama sekali tidak boleh memperketat nafkah isteri, jangan pula
menyakiti hati (suami atau isteri) melalui perkataan atau perbuatan. Jangan pula
isteri menyambut suami dengan wajah dan sikap yang tidak menyenangkan. Dengan
pergaulan yang ma’ru>f terhadap isteri (begitu pula sebaliknya) akan melahirkan
suasana damai, mawaddah dan rahmah.24
Imam al-Ghazali menulis, “ketahuilah bahwa apa yang dimaksud dengan
perlakuan baik terhadap isteri, bukanlah tidak menganggunya, tetapi bersabar dalam
gangguan/kesalahan serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat
menumpahkan emosi dan kemarahan.25
Imam Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> menyatakan bahwa keberhasilan pernikahan tidak
tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Tentu saja hal
tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah/pengembala
dan dalam kedudukannya, suami berkewajiban untuk memperhatikan hak dan
kepentingan rakyatnya (isterinya). Isterinya pun berkewajiban untuk mendengar dan
24Noer Huda Noor,Wawasan Al-Qur’an tentang Perempuan (Cet. I; Makassar: Alauddin
Press, 2011), h. 78-80.
25M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II h.
429.
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mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya
untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi (musyawarah).26
Konsep mu’a>syarah bi al-ma’ru>f dalam pernikahan adalah suatu pergaulan,
kekeluargaan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara yang baik, sesuai
dengan norma-norma agama, akal sehat, dan fitrah manusia di segala aspek.
C. Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual
1.Undang-Undang;
Pasal 46 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang
dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
atau denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.27
Pasal 47 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima
belas tahun atau denda paling sedikit dua belas juta rupiah atau denda paling
banyak tiga ratus juta rupiah.28
Pasal 48 menyebutkan bahwa:
26M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II, 429.
27Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
28Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya
selama empat minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-turut, gugur
atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling
lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit dua puluh lima juta rupiah dan
paling banyak lima ratus juta rupiah.29
2. Hukum Islam;
Allah swt. memberikan berbagai potensi kepada manusia, termasuk potensi
seksual (kekuatan untuk melakukan hubungan seksual), termasuk juga nafsu seks.
Nafsu syahwat tercipta seiring dengan penciptaan manusia, dan karenanya ia menjadi
sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Sebagai naluri, nafsu seks tentu
akan mendorong pemiliknya untuk memiliki orientasi dan perilaku seksual. Akan
tetapi, Islam tidak membiarkan begitu saja dorongan seks ini terpenuhi tanpa
terkendali. Ada lembaga perkawinan yang melegitimasi aktivitas seksual agar
pelaksanaannya mempunyai nilai lebih tersendiri ketimbang sekedar sebuah
pelampiasan.
Salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai sarana yang benar dan
dibenarkan untuk melanjutkan proses regenerasi, kesinambungan hidup dan
29Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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kehidupan umat manusia.30 Tentu saja cara yang dimaksud dalam pencapaian tujuan
tersebut ialah dengan melakukan hubungan biologis antara suami isteri. Karenanya,
hubungan biologis merupakan hak mutlak yang wajib dilakukan dan merupakan hak
Allah swt. yang disyariatkan untuk kontiunitas dan kemaslahatan umat manusia.
Persepsi yang menganggap bahwa hubungan biologis dalam rumah tangga
merupakan hak suami, atau sebaliknya yaitu hak isteri, merupakan pandangan yang
kurang tepat, karena hal itu merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh Allah swt. dan
justru diwajibkan pada manusia (pasangan suami-isteri) untuk melakukannya guna
mencapai salah satu tujuan pernikahan meski pada prakteknya, masing-masing
pasangan berhak atas cara pelaksanaan yang baik, romantis, indah, penuh kasih
sayang, dan tak kalah pentingnya yaitu dapat dinikmati oleh kedua belah pihak
(suami-isteri).31
Namun demikian, pembebanan sebuah kewajiban tentu saja menuntut adanya
sikap aktif dari obyek yang dibebani atas kewajiban tersebut. Seorang laki-laki
(suami) memiliki sikap yang lebih aktif dan agresif dalam mengekspresikan hasrat
hubungan yang merupakan basic insting dari laki-laki. Karenanya, tidak
mengherankan bahwa pada beberapa aspek hukum Islam, pihak laki-laki lebih
dianjurkan untuk mendatangi pihak perempuan, yang cenderung lebih pasif dan
bersikap menunggu. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka sangat relevan jika
kewajiban itu dibebankan pada suami, karena sejalan dengan kecenderungan kodrati
yang dimilkinya. Adanya tuntutan sikap aktif dari obyek yang dibebani sebuah
30Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 71. Lihat juga Ahmad Gandu>ri, Ahwa>l al-Syahks}iyah fi Tasyri’ al-Isla>mi (Cet.
IV; Beirut: Maktabah al-Falah, 2001), h. 33.
31 Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 69-70.
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kewajiban, tentu akan sangat memberatkan isteri karena tidak didukung oleh
kecenderungan kodrati yang ada pada dirinya. Karenanya, seorang suami tidak
seharusnya menunggu isteri (bersikap aktif) mendatangi dirinya, bahkan sebaliknya,
suamilah yang harus bersikap aktif, tentu saja dengan cara yang mu’asyarah bi al-
ma’ru<f.32
Rasulullah saw. memperingatkan dengan tegas isteri-isteri yang menolak
ajakan suaminya, terkait hubungan biologis. Peringatan ini disampaikan bukan
dalam konteks isteri melanggar kewajiban memberi nafkah batin, tetapi karena isteri
tidak taat dan cenderung menghalang-halangi terwujudnya tujuan pernikahan serta
tidak menjalankan kewajiban untuk memberi perhatian, pengertian dan penghargaan
pada suami, sekaligus tidak mampu menunjukkan dirinya sebagai isteri yang bisa
memberikan kebahagian kepada suaminya. Penolakan isteri yang disebabkan oleh
alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama, seperti karena sakit, tidak termasuk
dalam kategori yang diancam dalam peringatan (hadis) ini. Namun alasan kelelahan
karena shopping ke mall, termasuk dalam kriteria ancaman atau peringatan jika
menolak ajakan suaminya. 33
Peringatan Rasulullah saw. dalam hadis tersebut bukan bermaksud
menjadikan hubungan biologis itu sebagai hak dari suami atau kewajiban atas isteri,
akan tetapi mengandung maksud tertentu yang kesemuanya ditujukan untuk
kemaslahatan dan kesinambungan umat manusia. Hal ini memberikan pengertian,
bahwa jika yang terjadi sebaliknya (isteri mendatangi suami, lalu suami menolak),
32Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 71.
33Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 73-74.
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maka dengan pemahaman terbalik (mafhum mukhalafah) bahwa sejatinya suami
diperintahkan untuk mendatangi isterinya, namun tidak dijalankan, ditambah dengan
penolakan suami yang berarti juga menghalang-halangi upaya mewujudkan tujuan
pernikahan, serta suami tidak menggauli isterinya dengan baik, maka seharusnya
ganjaran yang diberikan Allah swt. pada suami berbanding dua kali dari ancaman
yang diberikan pada isteri ketika menolak ajakan suaminya.34
Namun satu hal yang menjadi pertanyaan, mengapa ancaman itu hanya
diberikan pada isteri? Mengapa suami tidak mendapat ancaman dan peringatan dari
Allah swt. jika menolak ajakan isterinya. Jawaban dari hal ini sangatlah sederhana,
yaitu bahwa secara psikologis jika seorang isteri yang didatangi suaminya sudah
enggan diajak berhubungan, maka apapun usaha yang dilakukan suami adalah
sesuatu yang sangat berat untuk mewujudkan terjadinya hubungan. Namun berbeda
halnya jika seorang suami menolak ketika isteri mendatanginya, maka pakaian
minim (seksi), sikap genit ditambah dengan sedikit rangsangan, usapan ataupun
rabaan, dapat meruntuhkan keengganan suami dalam mewujudkan terjadinya
hubungan tersebut. Hal ini seolah-olah Allah swt. ingin menyampaikan pada
manusia, bahwa adanya peringatan hanya diberikan pada pihak isteri, itu didasarkan
pada tingkat kesulitan yang dihadapinya, namun berbeda halnya pada pihak suami,
maka jalan keluarnya cukup mudah sebagaimana yang telah digambarkan, para isteri
dengan mudah dapat mengatasinya sehingga Allah swt. merasa tidak perlu untuk
turun tangan dengan menyampaikan peringatan melalui Rasul-Nya. 35
34Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 73-74.
35Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni,  h. 75.
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Senada dengan Nur Taufiq, Muhammad Baqir al-Hasbyi> memberi ulasan
tentang kewajiban bersama antara suami isteri. Kewajiban bersama tersebut adalah
halal bagi keduanya menikmati hubungan seksual.36
Menurut Wahbah al-Zuhaili>, pemenuhan hak seks adalah kewajiban bersama
(suami isteri). Akan tetapi, hak suami yang harus dipenuhi oleh si isteri lebih besar
daripada hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami.37
Menurut Abdillah Mustari, dalam hubungan seks suami isteri, pandangan
tentang status keduanya dipengaruhi oleh konsep dasar pernikahan itu sendiri. Jika
pernikahan didefinisikan sebagai aqad tamli>k (kontrak pemilikan), yakni bahwa
dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat
seks (bud’u) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang
dinikahinya. Konsep seperti ini, pihak laki-laki adalah pemilik sekaligus penguasa
perangkat seks yang ada pada tubuh isteri. Dengan begitu, kapan, di mana dan
bagaimana hubungan seks dilakukan, sepenuhnya tergantung kepada pihak suami
selaku pemilik. Namun jika pernikahan didefinisikan sebagai aqad iba>hah (kontrak
untuk membolehkan sesuatu dalam hal ini seks yang semula dilarang), artinya
dengan pernikahan itu alat seks perempuan tetap merupakan milik perempuan yang
dinikahai, hanya saja alat tersebut sudah menjadi halal untuk dinikmati oleh
seseorang yang telah menjadi suaminya. Dengan definisi demikian, kapan hubungan
36Muhammad Baqir al-Hasbyi, Fiqih Praktis; Menurut al-Qur’an, al-Sunnah dan Pendapat
Para Ulama (Bandung: Mizan, 2002), h. 128. Lihat juga, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan,
op.cit., h. 184.
37Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII, h. 342.
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seks dilaksanakan, dengan cara bagaimana bukan semata-mata urusan suami saja,
melainkan urusan kedua belah pihak, baik waktu maupun caranya.38
Laknat terhadap isteri yang menolak ajakan suami hanya berlaku ketika
penolakan tersebut menimbulkan kemarahan suami. Dalam pemahaman fikih, tugas
primer isteri adalah memenuhi kebutuhan seksual suami. Kewajiban ini merupakan
konsekuensi dari kewajiban nafkah oleh suami. Dalam pemikiran keagamaan
seksualitas perempuan harus dikorbankan untuk kepuasan seksualitas laki-laki
dikarenakan, menurut Ibn Hajar al-Asqala>ni> seksualitas laki-laki lebih agresif
daripada perempuan. Laki-laki tidak bisa bersabar lebih lama untuk tidak
berhubungan intim. Jika demikian, maka seksualitas perempuan juga harus
ditempatkan pada logika agresivitas yang sama. Karena persoalan agresivitas dan
pasifitas seksual lebih terkait dengan fisik dan mental ketimbang dengan jenis
kelamin laki-laki atau perempuan. Pelabelan seksualitas perempuan pasif dan
seksualitas laki-laki agresif tidak terbukti secara empiris. Artinya, perempuan dan
laki-laki bisa agresif dan bisa juga pasif dalam hasrat seksual. Tergantung dengan
makanan yang dikomsumsi, kondisi fisik, mental dan lingkungan. Sehingga laki-laki
juga berkewajiban membantu dan mengupayakan isterinya bisa menikmati hasrat
seksualnya.39
Meskipun dalam hadis tampak penikmatan seksual hanya diberikan kepada
lak-laki bukan kepada perempuan namun konsep mu’a>syarah bi al-ma’ru>f menuntut
adanya kebersamaan menyangkut segala kebutuhan suami isteri. Termasuk
hubungan seksual di antara keduanya. Yang satu harus memperhatikan yang lain
38Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, h. 137.
39Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, h. 135.
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secara bersamaan. Adalah bukan suatu hal yang mu’a>syarah bi al-ma’ru>f jika
hubungan intim hanya menyenangkan satu pihak, apalagi sampai menyakitkan.
Hubungan seks bukanlah sekedar ajang pelampiasan hawa nafsu tetapi merupakan
bagian mu’a>syarah yang prinsipnya berdasarkan mawaddah dan rahmah. Konsep
mu’a>syarah bi al-ma’ru>f yakni kenikmatan yang dihasilkan harus dirasakan
bersama-sama (bukan sepihak, yang mengecewakan bahkan menyakiti pihak lain).
Jadi suami harus menggauli isterinya dengan cara yang baik dan menyenangkan.40
Islam mengajarkan hubungan seksual tidak hanya untuk rekreasi (bersenang-
senang semata), tetapi terkandung nilai ibadah. Begitu mulianya kedudukan seks
dalam pernikahan sampai-sampai Rasulullah saw. menyebutnya sebagai ibadah.
Namun, bagaimana jadinya jika hubungan seksual antara suami isteri yang bernilai
ibadah itu justru menjadi bencana. Hubungan yang seharusnya dinikmati justru
dihindari karena adanya kezaliman dari salahsatu pihak. Salah satu bentuk kezaliman
seks yang dialami isteri, jika suami memaksakan kehendak sesuka hati tanpa
memperhatikan keinginan isteri. Jika ajaran Islam diterapkan, tidak mungkin terjadi
pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami atau sebaliknya. Jika benar-benar
mencintai istri atau suami karena Allah, tidak mungkin memaksakan kehendaknya
dengan cara menyakiti pasangannya sebagai amanah dari Allah yang diperoleh
dengan bersaksi atas nama Allah.
Islam mengajarkan soal seks, ada perkara yang diharamkan dalam Islam
(seperti menyetubuhi isteri pada saat haid), ada yang dimakruhkan (seperti bersetubuh
tanpa muqaddimah), ada yang dianjurkan (seperti memulai hubungan seks dengan
muqaddimah) dan ada yang diwajibkan (seperti memberi kepuasan terhadap
40Abdillah Mustari, Reinterpretasi Konsep-Konsep Hukum Perkawinan Islam, h. 136.
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pasangan). Hal-hal tersebut harus dijelaskan dan dipahami, agar kaum muslimin
dapat menjalankannya sesuai dengan syariat Islam dan dapat bernilai ibadah.41
Seks sadistik adalah penyimpangan seks yang kepuasan seks diasosiasikan
dengan penderitaan, kesakitan, dan hukuman. Pelaku biasanya mendapatkan
kepuasan seks serta orgasme dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan
psikologis melalui tindak kekejaman. Beberapa faktor yang mampu menyebabkan hal
ini adalah pendidikan yang salah tentang seks, dorongan nafsu untuk selalu berkuasa,
pengalaman traumatis dengan seseorang sehingga menimbulkan dendam membara,
atau kepribadian yang psikopatis.42
Secara syariat, berlaku sadis terhadap pasangan tentu amat dilarang. Sunah
rasul bahkan menganjurkan untuk melakukan sentuhan lembut dan rayuan yang
penuh kasih sayang tatkala ingin melakukan hubungan seks. Tidak hanya mesin yang
butuh pemanasan, hubungan seks pun memerlukannya. Rasulullah saw.
menyampaikan kepada umatnya agar tidak langsung tancap gas tatkala menaiki
kendaraan. Rasulullah saw. menganjurkan hendaknya sebuah hubungan seks diawali
dengan cumbu rayu yang penuh kasih sayang.
Islam melarang segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya, termasuk
dalam proses berhubungan intim. Apapun yang menjadi latar belakang dan juga
tujuan melakukan kekerasan seksual, tetap saja merupakan perbuatan zalim yang
diharamkan dalam Islam.43
41Abu Umar Basyir, Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam (Cet.
I; Sukoharjo: Rumah Dzikir, 2006), h. 34.
42Abu Umar Basyir, Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam, h.
114.
43Abu Umar Basyir, Sutra Ungu; Panduan Berhubungan Intim dalam Perspektif Islam h.
115.
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Salah satu faktor terjadinya kezaliman seks antara suami isteri adalah
kesalahan menginterpretasikan ayat pada QS al-Baqarah/2: 223.
                      
        
Terjemahnya:
Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.44
Menurut sebahagian orang, ayat ini dipahami sebagai legitimasi bagi suami
selaku penggarap untuk berbuat apa saja terhadap isteri selaku tanah garapan
(ladang). Tentu saja, tidaklah bijaksana apabila seseorang menanam benih di tanah
yang buruk. Karena itu, harus pandai-pandai memilih tanh garapan, dalam arti harus
pandai-pandai memilih pasangan. Tanah yang subur pun harus diatur masa dan
musim menanamnya, jangan setiap saat ia dipaksa untuk berproduksi. Karena itu
pula harus pandai-pandai mengatur masa kehamilan, jangan setiap saat pak tani
menanam benihnya. Yang diharapkan dari petani adalah hasil panen yang
berkualitas, yang dapat bertahan dalam segala tantangan cuaca, juga yang lezat dan
penuh gizi. Seorang petani tidak selesai tugasnya dengan menanam benih, tetapi
harus berlanjut dengan memerhatikan ladangnya supaya jangan sampai ditumbuhi
oleh alang-alang atau dihinggapi hama. Buah setelah dipetik pun harus dipelihara
dan dibersihkan sebelum dimakan atau dijual ke pasar. Disisi lain, jangan
mempersalahkan ladang jika buah tidak sesuai dengan keinginan petani, jika yang
ditaman oleh petani benih tomat, jangan berharap yang muncul buah pael. Yang
44Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 54.
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salah bukan isteri jika anak yang lahir perempuan sedangkan yang diharapkan
lelaki.45
Seorang suami digambarkan sebagai petani yang cerdas dan tentu,
kecerdasannya terbukti dengan tidak menaburkan benih ke ladang secara asal dan
sembarangan. Sedangkan seorang isteri digambarkan sebagai ladang, yang mana
tingkat kesuburannya, selain ditentukan oleh dirinya sendiri, juga oleh ketekunan dan
kecerdasan suami sebagai penggarap.46
Reproduksi merupakan salah satu karakteristik makhluk hidup. Reproduksi
manusia diawali pertemuan sperma dan ovum dalam sebuah aktivitas persetubuhan
(sexual intercourse) laki-laki dan perempuan. Karenanya, dalam rumah tangga, tidak
hanya suami yang membutuhkan seks, isteri pun tidak bisa membunuh naluri
dasariah tersebut. Pada dasarnya, seks adalah kebahagian bersama. Salah besar bila
menempatkan perempuan (isteri) hanya sebagai objek seks semata.47
Seks menjadi natur, naluri dan sarana regenerasi manusia. Keberadaanya
melekat dalam nadi kehidupan. Tak seorang pun bisa mengintervensi urusan seks
manusia sebagaimana juga tak mungkin mengatur arah kehidupannya. Seks
merupakan kedaulatan diri, harga diri dan mahkota kehidupan. Seks hanya bisa
diberikan dan dilakukan lewat kesadaran diri dan kesepakatan bersama.48 Sebagai
pemberian Tuhan yang melekat dalam eksistensi manusia, seks merupakan bagian
dari otonomi diri. Tak seorang pun diberi peluang dan hak untuk merampas dan
45M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, h. 144-145.
46Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri (Cet. I; Yogyakarta:
Pustaka Pesantren, 2007),  h. 50.
47Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 49.
48Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 53.
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mengambil alih seksualitas orang lain. Karenanya, dalam pandangan teologis agama,
tidak saja dilarang praktik-praktik yang mengarah pada penguasaan dan eksploitasi
seksual. Temasuk masalah kekerasan seksual dalam ikatan perkawinan (marital
rape).49
Mungkinkah terjadi pemerkosaan oleh suami terhadap isteri? Jawabannya
adalah mungkin! Ketika seorang suami memaksa isterinya agar melayani hasrat
seksualnya, sedang pihak isteri tidak menginginkannya, berarti suami telah
memperkosa isterinya. Pemerkosaan adalah salah satu ekspresi kekerasan yang tidak
pernah direstui oleh Tuhan.50
Berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan, KUHP Pasal 285
menyebutkan:
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan
yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum dengan ancaman
hukuman maksimun dua belas tahun penjara.51
“Perkosaan untuk bersetubuh”, menurut pasal ini hanya menjerat perbuatan
di luar perkawinan, sehingga seorang suami boleh saja memperkosa isterinya untuk
bersetubuh.52
Sebuah perbuatan dikategorikan pemerkosaan bila memenuhi tiga syarat:
1. Terdapat kekerasan/ancaman kekerasan,
2. Terjadi persetubuhan dan
3. Korban adalah perempuan yang statusnya bukan isteri pelaku.
49Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 54.
50Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 54
51Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Cet. III; Jakarta:.
Eresco, 1980), h. 123.
52Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , h. 123.
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Ketiga syarat tersebut harus terbukti seluruhnya, kegagalan dalam
membuktikan salah satunya akan menggugurkan tuduhan pemerkosaan.53
KUHP hanya mengakui pemerkosaan yang terjadi di luar ikatan pernikahan.
Maka kasus-kasus marital rape yang terjadi di masyarakat hanya bisa dijaring
dengan pasal KUHP tentang penganiayaan (pasal 351, 353 dan 356) yang sanksinya
jauh lebih ringan ketimbang digolongkan ke dalam delik pemerkosaan.54
Zakiah Drajat, pakar psikolog ini menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan
biologis merupakan hak suami, maka suami berhak memaksa isterinya untuk
melakukan hubungan seksual. Isteri yang tidak mau diperlakukan kasar atau tidak
mau melayani suami akibat lelah bekerja, maka sebaiknya mengizinkan suami untuk
berpoligami.55
M. Quraish Shihab, pakar tafsir terkenal, mengemukakan pendapatnya bahwa
pemerkosaan itu haram hukumnya di dalam Islam, walaupun dilakukan terhadap
isteri. Dalam ajaran Islam, isteri memang berkewajiban turut pada perintah suami.
Tapi kalau permintaan dan perintah suami itu melanggar agama seperti minta
hubungan seksual ketika masa nifas, haid, terlarang hukumnya atas nama agama
bagi isteri untuk menuruti perintah suami. Isteri mempunyai hak untuk mengadukan
pada hakim atas perbuatan suaminya.56
Meski tidak menolak kenyataan bahwa pemerkosaan suami terhadap isteri
bisa terjadi, M. Quraish Shihab cenderung tidak setuju bila hal ini dimasukkan dalam
53Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 4-5.
54Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 4-5.
55Ratna Batara Munti, dkk., Respon Islam Atas Pembakuan Peran Permpuan (Cet. I;
Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 41-42.
56 Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 65-66.
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sebuah pasal tersendiri di dalam KUHP melainkan cukup digolongkan di dalam pasal
penganiayaan.57
Menurut Milda Marlia, walaupun undang-undang Republik Indonesia nomor
23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah disahkan,
namun kekerasan seksual terutama pasal 46 yang mengatur sanksi pidana tidak
menyebutkan hukuman minimal, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku
cenderung masih jauh dari rasa keadilan.58
D. Kekerasan Penelantaraan Rumah Tangga
1. Undang-Undang;
Pasal 9 ayat 2 UU PKDRT:
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perwatan, atau pemeliharaan kepada
orang tersebut.
b.Penelantaraan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada
di bawah kendali orang tersebut.59
Pasal 49 UU PKDRT:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling
banyak lima belas juta rupiah, setiap orang yang:
57Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, 65-66.
58Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri, h. 8.
59Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat 1.
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.
2. Hukum Islam;
Menurut Quraish Shihab, bentuk kata kerja past tense/masa lampau yang
digunakan ayat ini “telah menafkahkan”, menunjukkan bahwa memberi nafkah
kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum
dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Sedemikian lumrah hal
tersebut, sehingga langsung digambarkan dengan bentuk kata kerja masa lalu yang
menunjukkan terjadinya sejak dahulu. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini
menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.60
Wanita secara psikologis malu diketahui membelanjai suami, bahkan
kekasihnya, disisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan
hidupnya ditanggung oleh isterinya. Karena itu, agama Islam yang tuntutan-
tuntutannya sesuai dengan fitrah manusia, mewajibkan suami untuk menanggung
biaya hidup isteri dan anak-anaknya. Kewajiban itu diterima menjadi kebanggan
suami, sekaligus menjadi kebanggaan isteri yang dipenuhi kebutuhan dan
permintaannya oleh suami, sebagai tanda cinta kepadanya.61
M. Quraish Shihab menambahkan, tidak ditemukan satu teks keagamaan
yang jelas dan pasti, baik dalam al-Qur’an maupun sunah, yang mengarah kepada
larangan bagi perempuan untuk bekerja walau di luar rumahnya. Karena itu, pada
60M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II, h.
428.
61M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol. II, h.
428.
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prinsipnya, perempuan tidak dapat dilarang untuk bekerja. Pakar hukum Islam
Mesir, Abu> Zahrah, menulis bahwa Islam tidak menentang perempuan bekerja.
Hanya saja, yang harus perempuan perhatikan adalah bahwa pekerjaan pokoknya
adalah membina rumah tangga karena perempuanlah yang mampu melindungi rumah
tangga dengan kasih sayang. Perempuanlah yang mendidik anak-anak mereka dan
membekali mereka dengan perasaan-perasaan positif menyangkut masyarakat.62
Syaikh Muhammad al-Ghaza>li>, salah seorang ulama kontemporer yang diakui
otoritasnya, mengemukakan empat hal dalam kaitan kerja perempuan, yakni:
pertama, perempuan tersebut memiliki kemampuan luar biasa yang jarang dimiliki
oleh perempuan dan lelaki. Kedua, pekerjaan yang dilakukannya, hendaklah yang
layak bagi perempuan, seperti pendidikan atau menjadi bidan. Ketiga, perempuan
bekerja untuk membantu suaminya dalam pekerjaannya. Keempat, bahwa
perempuan perlu bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan hidup
keluarganya jika tidak ada yang menjamin kebutuhannya atau, kalaupun ada, itu
tidak mencukupi.63
Betapapun, kita dapat berkata bahwa pada prinsipnya, Islam tidak melarang
perempuan bekerja di dalam atau di luar rumah secara mandiri atau bersama-sama,
dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukan
dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama
serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan
itu terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya. Islam juga tidak menetapkan jumlah
62M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, h. 398-399.
63M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, h. 398-399.
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jam-jam tertentu dan hari-hari tertentu untuk bekerja. Yang digariskannya hanyalah
bahwa pekerjaan tersebut tidak boleh menjadi beban yang sangat berat di pikul, baik
karena lamanya waktu bekerja maupun karena sifat pekerjaan.64
Pakar-pakar hukum Islam menyatakan bahwa dalam kasus perempuan
berkarier sebelum menikah dan terikat kontrak pekerjaan maka kalaupun kemudian
dia menikah dan suaminya mensyaratkan berhenti bekerja, dia dapat meneruskan
pekerjaannya hingga selesai kontrak tersebut kendati pekerjaaannya mengakibatkan
dia mengabaikan beberapa hal dari kewajibannya terhadap suami. Ini karena ketika
itu dia menghadapi dua kewajiban terhadap dua pihak, suami dan pekerjaan. Dalam
hal ini yang harus didahulukan adalah kewajiban yang terlebih dahulu dia terima,
yang dalam kasus tersebut adalah pekerjaan. Seandainya kontrak itu dilakukan
setelah pernikahan, suami berhak melarang, khususnya bila pekerjaan tersebut
menghalangi isteri melakukan kewajiban terhadap suami dan rumah tangganya.65
Syaikh Mutawalli> al-Sya’ra>wi> mengemukakan pendapatnya bahwa pintu
kehancuran umat manusia khususnya generasi Islam diawali dari maraknya wanita
karier. Anak-anak kehilangan kasih sayang dan perhatian ibunya. Hal tersebut
membuat jiwa mereka mengalami goncangan dan berimbas pada aspek moralitas
anak. Sebagian analisis mengatakan bahwa kenakalan remaja dapat teratasi dengan
sistem pengasuhan yang baik. Kasih sayang seorang guru atau pengasuh tidak akan
dapat menyamai kasih sayang alami seorang ibu, karena Allah telah meletakkan
64M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, h. 401-402.
65M. Quraish Shihab, Perempuan; dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut’ah sampai Nikah
Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru, h. 405-406.
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unsur-unsur cinta, kasih sayang, perhatian dan cara pengasuhan yang benar untuk
seorang anak dalam diri seorang ibu.66
Membiarkan perempuan bekerja di luar rumah, berarti telah memberikan
beban di luar kemampuannya karena harus menyelesaikan tugas di dalam dan di luar
rumah sekaligus. Perempuan berkarier terkadang terlihat sangat lelah sehabis
menyelesaikan tugas di kantor, sesampainya di rumah pun dia harus memasak dan
mengurus putra-putrinya di rumah. Ketika suami meminta haknya, isteri akan
terlihat sangat lelah karena aktivitas yang padat. Sepulang kantor, suami biasanya
akan mendapatkan senyuman serta perhatian isteri di rumah untuk melepas
kepenatan aktivitas kantor, namun apalah jadinya jika yang ditemukan di rumah
bukanlah senyuman melainkan wajah yang lesu, capek dan kurang bergairah akibat
lelahnya bekerja. Dalam hal ini, perempuan tersebut dinilai telah gagal dalam
melaksanakan tugas utamanya.67
Sebagian orang berpendapat bahwa dengan keluarnya perempuan untuk
bekerja tidak lain adalah untuk meringankan beban suami. Karena dengan bekerja
berarti dia telah memberikan pemasukan lebih dan dapat membantu menaikkan taraf
hidup keluarga. Keluarnya perempuan tidak sedikit pun meringankan beban yang
ditanggung oleh suami. Suami tetap bekerja dan merasa lelah dan isteri merasakan
hal yang sama sehingga urusan rumah tangga terbengkalai. Seorang mukmin
seharusnya menerima takdir dan ketentuan Allah serta merasa puas dengan rezeki
66Syaikh Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin,
Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghomatan atas Perempuan, Sampai Wanita
Karier (Cet. III; Jakarta: Amzah, 2009), h. 139.
67Syaikh Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin,
Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghomatan atas Perempuan, Sampai Wanita
Karier, h. 140.
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yang telah Allah berikan. Berusaha mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik
sesuai dengan rezeki yang diberikan.68
Karier merupakan pekerjaan yang hanya akan menambah kesulitan bagi
perempuan sehingga bukan hanya menyelesaikan tugas domestik rumah tangganya
saja tetapi harus juga menyelesaikan tugas kantor.
Islam meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja
di luar rumah, yaitu:
a. Karena kondisi keluarga yang mendesak.
b. Keluar bersama mahramnya.
c. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki atau bercampur baur dengan mereka.
d. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas dan kemampuan perempuan.
Allah telah memberitahukan melalui kisah Nabi Musa yang bertemu dengan
kedua putri Nabi Syu’aib as. Dalam firman-Nya QS al-Qas}as}/28: 23-24.
                  
                     
                

Terjemahnya:
Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan, ia menjumpai di sana
sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di
belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat
(ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?"
kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami),
sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak
kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". Maka Musa memberi
minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke
68 Syaikh Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin,
Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghomatan atas Perempuan, Sampai Wanita
Karier , h. 140.
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tempat yang teduh lalu berdoa: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat
memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.69
Diceritakan dalam kisah tersebut bahwa setelah Musa keluar dari wilayah
Mesir untuk menuju Palestina. Ketika ia sampai di mata air Madyan, ia menemukan
orang-orang yang sedang mengambil air minum. Di antara kerumunan orang tersebut
terdapat dua orang perempuan yang terlihat tidak dapat mengambil air karena penuh
sesak oleh kaum lelaki. Dalam hati Musa bertanya, mengapa mereka harus keluar
rumah dan melakukan pekerjaan itu?
Akhirnya Musa bertanya kepada kedua perempuan tadi, “apa yang sedang
kalian lakukan?”. Maka keduanya menjawab “ kami akan memberikan minum
binatang ternak kami dari sumur itu, sayangnya, kami tidak dapat melakukannya
sampai para pengembala di sana selesai memberi minum binatang ternak mereka”.
Artinya, kedua perempuan tersebut berdiri jauh dari tempat para pengembala
dan belum memberi minum binatang ternak keduanya sebelum para lelaki
pengembala selesai dan pergi dari sumur tersebut. Kedua perempuan tersebut
sekalipun terpaksa keluar, akan tetapi keduanya masih menetapkan batas-batas,
karena dengan keterpaksaan bukan berarti dapat mengabaikan kodrat
keperempuanan. Keduanya menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tidak boleh
bercampur dengan laki-laki lain. Kemudian keduanya berkata: “ ayah kami telah tua
renta”. Jadi inilah penyebab mengapa keduanya meninggalkan rumah.
Ayat tersebut memberitahukan bahwa keterpaksaanlah yang
memperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah. Akan tetapi hendaknya ketika
keluar rumah, tidak melupakan asal dan kodrat keperempuanannya dan jangan
berbaur dengan laki-laki lain.
69Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 612-613.
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Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan
hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat keluar rumah untuk
bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi
kebutuhan atau mencari nafkah kepadanya. Ia juga tidak boleh melakukan hal
tersebut dengan cara berdesak-desakan dan berbaur dengan kaum lelaki atau bekerja
pada waktu-waktu yang tidak pantas bagi kaum perempuan berada di luar rumah.
Alasan yang mengatakan bahwa perempuan juga harus berkarier sebagai bentuk
keikut sertaan mereka dalam membangun masyarakat. Menurut Syaikh Mutawalli
al-Sya’rawi bahwa alasan ini tidak logis dan masyarakat seperti apa yang ingin
mereka bangun?70
Sejarah perjalanan Rasulullah telah membuktikan adanya partisipasi kaum
wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurusi masalah pengobatan,
menyediakan alat-alat dan mengangkut prajurit yang terluka. Selain itu, telah
terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan
dan membantu suami dalam pertanian. Islam membatasi hak-hak wanita bekerja
sesuai dengan tabiat dan kodrat kewanitaannya seperti menjadi guru, perawat,
dokter, psikiater, dosen dan lain-lain. Islam melarang wanita bekerja di tempat yang
berdesak-desakan dengan laki-laki atau melakukan pekerjaan yang bisa memberi
pengaruh buruk terhadap janin yang dikandungnya. Bagaimana pun, pekerjaan yang
diperbolehkan bagi wanita adalah pekerjaan yang berhubungan dengan kerumah
70 Syaikh Mutawalli> al-Sya’ra>wi>, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah, terj. Yessi HM. Basyaruddin,
Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghomatan atas Perempuan, Sampai Wanita
Karier , h. 141-142.
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tanggannya, yaitu pekerjaan yang dapat memenuhi hak-hak suami dan anak-anaknya
serta harus berpegang kepada aturan-aturan syariat.71
E. Pasal 15 UU PKDRT;
1. Undang-Undang;
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuan untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.72
2. Hukum Islam;
Ajaran Islam mengatur jika terjadi konflik suami atau isteri tidak langsung
melaporkan pasangannya ke pihak berwajib tetapi melalui tahapan-tahapan
penyelesaian terlebih dahulu. Seperti yang tertera dalam surah al-Nisa> ayat 35.
Pertama, dikirimnya seorang hakam sebagai delegasi atau perantara dari keluarga
kedua belah pihak (suami-isteri) untuk berunding mencari solusi terbaik. Kedua, jika
kedua hakam bermaksud mengadakan perdamaian, Allah swt. memberikan taufik
kepada kedua pasangan. Ketiga, jika kedua hakam ternyata tidak mampu
mendamaikan kedua pasangan, maka kasusnya bisa dilanjutkan ke pengadilan untuk
prose perceraian.
71Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Menuju Keluarga Sakinah (Makassar:
Depag, 2007), h. 13-14.
72 Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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Penunjukan hakam hendaknya berasal dari pihak keluarga suami dan pihak
keluarga isteri. Apabila tidak ditemukan hakam yang layak dari keluarga mereka
(suami isteri), barulah orang lain (bukan dari keluarga)diangkat menjadi hakam.73
Hakam tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa,
memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan; karena
keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. Hakam bisa berasal dari
bukan anggota keluarga kedua belah pihak (suami isteri) karena bukan menjadi
syarat dalam hukum dan perwakilan, namun yang paling utama adalah jika keduanya
(hakam) berasal dari keluarga dan memiliki niat untuk memperbaiki. Hakam juga
harus memiliki ucapan yang lembut, bersikap fair, dan memiliki rasa keinginan serta
rasa khawatir. Kedua rasa ini harus dimiliki oleh kedua hakam agar keduanya dapat
lebih mudah disatukan.74
Hakam adalah sekelompok orang (2 orang atau lebih) dari keluarga pihak-
pihak yang berselisih, yang dipandang cukup banyak mengetahui hal-ihwal pasangan
dan problematika di seputar mereka, yang dipilih oleh hakim (ulil amri) berdasarkan
pada netralitas dan kesungguhan mereka untuk mencari kemaslahatan, dan diangkat
serta ditugaskan (diutus) untuk bermusyawarah secara proaktif baik sesama hakam
maupun dengan pasangan yang berselisih (menjembatani dan menengah), untuk
mencari akar permasalahan sekaligus mengupayakan solusi jalan damai bagi
keduanya. Solusi jalan damai itulah yang kemudian ditawarkan kepada pasangan
73Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antar
Mazhab (Cet. II; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 2001), h. 258.
74Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz VII, h. 340.
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suami-isteri yang berselisih untuk dijadikan jalan-jalan kesepakatan damai bagi
keduanya.75
75Nur Taufiq Sanusi, Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur;an dalam Mengelola Konflik
Menjadi Harmoni, h. 115-116.
105
BAB  IV
KONSEP MAQA<S{ID AL-SYARI<’AH TERHADAP
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
A. Ketentuan Pidana Kekerasan Fisik
1. Undang-Undang;
Pasal 44 UU PKDRT:
a.Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.
b.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) mengakibatkan korban
mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta
rupiah).
c.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (b) mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah).
d.Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (a) dilakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau
kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan
atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).1
1Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
106
2. Konsep Maqa>s}id al-Syari>’ah;
Hukum Islam melarang kekerasan fisik, baik di dalam maupun di luar rumah
tangga. Hukuman bagi suami-isteri yang melakukan kekerasan fisik adalah qis{a>s.
Hal ini berdasarkan firman Allah QS al-Ma>idah/5: 45.
                            
                   
            
Terjemahnya:
Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa
(dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga
dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. barangsiapa
yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus
dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.2
QS al-Baqarah/2: 178 -179.
                          
                           
                  
               
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang
2Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 167.
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sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.3
Ayat tersebut mengungkapkan bahwa dalam qis}a>s, ada unsur yang
terpenting dan dijaga, yakni unsur kelangsungan (eksistensi) hidup, yang jika tidak
dilakukan akan menyebabkan kezaliman. Namun jika disebutkan qis}a>s}, maka tidak
bisa dilepaskan dari lembaga pemaafan dan diyat (denda) yang harus dibayarkan
pelaku tindak kekerasan kepada korban. Dasar hukum wajibnya diyat, QS al-
Nisa>/5:91.
                            
                              
                 
Terjemahnya:
Kelak kamu akan dapati (golongan-golongan) yang lain, yang bermaksud
supaya mereka aman dari pada kamu dan aman (pula) dari kaumnya. setiap
mereka diajak kembali kepada fitnah (syirik), merekapun terjun kedalamnya.
Karena itu jika mereka tidak membiarkan kamu dan (tidak) mau
mengemukakan perdamaian kepadamu, serta (tidak) menahan tangan mereka
(dari memerangimu), Maka tawanlah mereka dan Bunuhlah mereka dan
merekalah orang-orang yang kami berikan kepadamu alasan yang nyata (untuk
menawan dan membunuh) mereka.4
Indonesia bukanlah negara Islam, maka hukuman qis}a>s} tidak bisa diterapkan
tapi denda menurut hukum Islam haruslah diberikan kepada korban bukan kepada
negara. Inilah yang tidak diatur oleh Undang-Undang. Lalu siapa yang akan
menanggung biaya pengobatan korban? Apakah negara mau bertanggung jawab atas
biaya tersebut? Korban tentu tidak akan mendapatkan apa-apa. Terlebih jika korban
termasuk golongan yang tidak mampu, tentu ini sangat memberatkan jiwa korban.
Korban yang mengalami cidera atau sakit akibat kekerasan fisik dan kemudian tidak
3Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43-44.
4Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 135.
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pula mendapat biaya untuk pengobatan maka hal ini pula tergolong perbuatan yang
tidak menjaga jiwa sebagaimana yang tercakup dalam maqa>s{id al-d{aru>riyya>t, yang
apabila diabaikan akan mengancam kelangsungan hidup (eksistensi) manusia.
Undang-Undang juga tidak mengklasifikasi ketentuan pidana berdasar pada
tingkat dan bentuk-bentuk kekerasan. Kekerasan ringan tentu tidak sama dengan
kekerasan sedang atau berat. Begitupula halnya dengan sanksi pidananya.
Berdasarkan hal tersebut, maka pasal 44 tentang ketentuan pidana kekerasan
fisik sebaiknya dikaji ulang dengan berdasar pada:
a. Klasifikasi sanksi pidana berdasar pada bentuk dan tingkatan kekerasan fisik.
b. Denda sebaiknya diberikan kepada korban, bukan kepada negara.
B. Ketentuan Pidana Kekerasan Psikis
1.Undang-Undang:
Pasal 45 UU PKDRT;
a.Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.
b.Dalam hal sebagaimana yang dimaksudkan, dilakukan oleh suami terhadap isteri
atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari,
dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak
tiga juta rupiah.5
5Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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2. Konsep Maqa>sid al-Syari>’ah ;
Salah satu bentuk kekerasan psikis adalah menuduh wanita (isteri) berzina,
menghina bahkan poligami tanpa izin isteri. Suatu perkataan bisa dianggap sebagai
tuduhan bila tidak sesuai dengan kenyataan. Suatu pinsip dalam fikih jinayah bahwa
barangsiapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya
membuktikan tuduhannya. Apabila ia tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka
wajib atasnya dikenai hukuman. Adapun kepada orang yang menghina orang lain
dan yang bersangkutan tidak rela, maka ia tidak dituntut untuk membuktikan
penghinaannya, sebab sudah jelas penghinaan itu tidak dapat dibenarkan. Jadi
prinsip keharaman menuduh atau menghina orang, kembali kepada keharaman
berdusta. Penuduhan  harus dibuktikan dengan kebenaran dan penghinaan
menunjukkan kedustaan.
Disyaratkan dalam qadzaf (menuduh zina), harus ada gugatan dari orang yang
dituduh, tampaknya hal ini merupakan suatu pengecualian dalam jarimah hudud,
karena meskipun qadzaf merupakan suatu jarimah hudud, tetapi sangat
menyinggung kehormatan orang yang dituduh. Karenya tidak menutup kemungkinan
untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam
suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan ta’zi>r.6 Ta’zi>r merupakan
hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan
kepada pertimbangan hakim.7 Hakim dapat memilih hukuman yang lebih tepat bagi
si pelaku sesuai kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan. Adapun dengan
6Ta’zir berasal dari kata ‘azzara-yu’azziru yang bermakna menghukum, melatih disiplin,
menegur. Lihat Kamus al-Munawwir: Kamus Arab –Indonesia Terlengkap.
7Husein Muhammad, Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Cet.
IV; Yogyakarta: PT. LkiS, 2012), h. 213.
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diserahkan ta’zi>r kepada kebijaksanaan hakim dimaksudkan untuk memberi
keleluasan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam
menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam
dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial.8 Ta’zi>r juga berarti hukuman yang
berupa memberi pelajaran. Para fuqaha mengartikan ta’zi>r dengan hukuman yang
tidak ditentukan oleh al-Qur’an dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang
melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada
si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman
ta’zi>r boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan serta tidak
bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah.9
Ta’zi>r sering juga disamakan oleh fuqaha dengan hukuman terhadap maksiat
yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffa>rah. Para ulama membagi
jarimah ta’zi>r kepada dua bagian, yaitu: pertama, jari>mah yang berkaitan dengan hak
Allah,yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti
perampokan, perzinahan, pencurian. Kedua, ta’zi>r yang berkaitan dengan hak
perorangan, yang berarti segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang
manusia, seperti, tidak membayar utang dan penghinaan. Ketika tindak pidana ta’zi>r
berkaitan dengan hak Allah, maka semua orang wajib untuk mencegah. Sedangkan
ta’zi>r yang berkaitan dengan hak perorangan, bagi orang yang menyaksikan
berlangsungnya kejahatan hanyalah memberi peringatan. Jelasnya, bila seseorang
menyaksikan percobaan perzinahan atau perampokan, maka wajib atasnya untuk
8H. A. Djazuli, fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam (Cet. III;
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), h. 171.
9 H. A. Djazuli, fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, h. 165-166.
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mencegah, akan tetapi bila menyaksikan seseorang menghina orang kain, maka
wajib atasnya hanya menasehati.10
Salah satu konsep maqa>s}id al-syari>’ah, adalah menjaga nasab (kehormatan)
orang lain dengan tidak melakukan perbuatan atau perkataan yang menyinggung
perasaan orang lain seperti menuduh atau menghina. Menyinggung perasaan atau
kehormatan orang lain meski tidak akan membahayakan namun hal itu akan
memberikan dampak negatif, kesukaran atau kesulitan bagi orang lain, maka dalam
hal ini menjaga seseorang dari kekerasan psikis termasuk kategori menjaga
kehormatan/keturunan/keluarga maqa>s}id al-ha>jiyya>t. Hukuman yang diberikan
kepada si pelaku adalah hukuman ta’zi>r, sebagaimana yang telah dibahas.
Berdasarkan hal tersebut, maka pasal 45 ketentuan pidana kekerasan psikis,
sebaiknya dikaji ulang dengan berdasar pada:
a. lebih memperjelas pengertian kekerasan psikis, klasifikasi kekerasan psikis dan
sanksi berdasarkan klasifikasi tindak kekerasan;
b. hukuman berdasarkan kondisi si pelaku, intensitas kekerasan dan pertimbangan
lain yang dianggap perlu.
c. karena menyangkut kehormatan dan perasaan orang lain, maka denda sebaiknya
diberikan kepada korban.
C. Ketentuan Pidana Kekerasan Seksual
1. Undang-Undang;
Pasal 46 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana ynag
dimaksud pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
10H. A. Djazuli, fiqih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, h. 168-169.
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atau denda paling banyak tiga puluh enam juta rupiah.11
Pasal 47 menyebutkan bahwa:
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya
melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 huruf b
dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama
lima belas tahun atau denda paling sedikit dua belas juta rupiah atau denda
paling banyak tiga ratus juta rupiah.12
Pasal 48 menyebutkan bahwa:
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan
sembuh sama sekali. Mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama empat minggu terus menerus atau satu tahun tidak berturut-
turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak
berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
lima tahun dan paling lama dua puluh tahun atau denda paling sedikit dua puluh
lima juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.13
2. Konsep Maqa>s}id al-Syari>’ah ;
Dalam hukum Islam, salah satu unsur penting dalam penetapan hukum
adalah maqa>s}id al-syari>’ah. Maqa>s}id al-syari>’ah menjadi doktrin dasar dan sekaligus
metodologi dalam penetapan hukum Islam. Doktrin maqa>s}id al-syari>’ah disebutkan,
11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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syari’ah diturunkan kepada manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan
manusia dan seluruh makhluk, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat. Kompenen
terpenting yang mesti diketengahkan oleh hukum Islam adalah penegakan dan
perwujudan maqa>s}id al-syari’ah adalah menjaga lima prinsip dasar yaitu: hifzh al-di<n
(menjaga agama), hifzh al-nafs (menjaga diri/jiwa), hifzh al-nasb (menjaga
kehormatan/keturunan, reproduksi), hifzh al-‘aql (menjaga akal, pikiran/pendapat),
dan hifzh al-ma>l (menjaga harta/kepemilikan).14 Kekerasan seksual termasuk
kategori tidak menjaga kehormatan/keturunan/reproduksi.
Islam mengatur segala hal, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar,
termasuk masalah seks. Seks adalah kebutuhan, naluri manusia namun tetap saja
harus mengikuti ketentuan agama agar semuanya bisa terkontrol dan tetap
menjunjung tinggi nilai kemanusian. Meski hadis mengultimatum (melaknat) isteri
yang menolak ajakan suami, namun suami dianjurkan tetap memperhatikan kondisi
isteri dengan tidak memaksakan kehendak, seperti isteri sedang sakit, tidak
bergairah, haid, kecapean karena aktifitas rumah tangga dan alasan lain yang bisa
dibenarkan, agar seks yang sejatinya adalah kenikmatan, bisa dirasakan kedua belah
pihak yang pada akhirnya akan bernilai ibadah. Namun berpegang pada ketentuan
undang-undang, seorang isteri bisa saja menolak setiap ajakan suami untuk
“berhubungan” dengan alasan yang bermacam-macam atau tidak syar’i. Hal ini tentu
bertentangan dari tujuan pernikahan, yang salah satu tujuannya untuk menyalurkan
kebutuhan seks. Jika terjadi kondisi seperti ini, suami boleh memaksa isteri dengan
paksaan yang patut. Suami yang merasa seksnya menjadi terhalang karena penolakan
14Milda Marlia, Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri (Cet. I; Yogyakarta: LkiS,
2007), h. 72-74.
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isteri (alasan-alasan yang tidak syar’i), tentu akan berpikir pintas, seperti berzina.
Zina sangat dilarang karena akan menimbulkan bahaya dan merusak eksistensi
manusia atau peradaban manusia. Hal ini tentu akan semakin menimbulkan efek
berbahaya, jika diabaikan. Sebagaimana telah disebutkan dalam konsep maqa<s}id al-
daru>riyya>t. Parahnya lagi, jika suami ‘memaksa’ isteri dan isteri tidak berkenan,
maka seorang isteri berdasarkan undang-undang itu, bisa mengajukan atau
melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Bahkan, suami akan terancam dipenjara
atau didenda puluhan juta rupiah jika kalah dalam persidangan.
Isteri yang menolak ajakan suami karena alasan yang tidak syar’i, silahkan
mengizinkan suaminya untuk berpoligami. Kekerasan memang dilarang,
sebagaimana dalam undang-undang, tapi jangan sampai hal itu justru menjadi
bumerang bagi suami dan peluang untuk melahirkan kemaksiatan yang lebih besar.
Maka pengkajian ulang pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual harus segera
dilaksanakan, dengan berdasar pada:
a. pengertian kekerasan seksual harus lebih jelas;
b. klasifikasi kekerasan serta motif kekerasan harus jelas;
c. harus ada undang-undang yang sesuai hukum Islam, yang mengatur tentang
ketentuan seks; jika ternyata alasan kekerasan yang dilakukan tidak dibenarkan,
maka ia baru bisa dipidanakan;
d. sanksi atau ketentuan pidana harus jelas serta disesuaikan dengan klasifikasi
bentuk kekerasan.
e. peran hakim dalam menentukan berat atau ringannya, tidak kurang dari batas
minimal dan tidak lebih dari batas maksimal.
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D. Kekerasan Penelantaraan Rumah Tangga
1. Undang-Undang;
Pasal 9 ayat 2 UU PKDRT:
a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perwatan, atau pemeliharaan kepada
orang tersebut.
b.Penelantaraan sebagaimana dimaksud ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada
di bawah kendali orang tersebut.15
Pasal 49 UU PKDRT:
Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak
lima belas juta rupiah, setiap orang yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat 1.
b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2.16
KUHP Pasal 304-309:
a. Pasal 304 mengenai orang yang karena hukum atau karena perjanjian wajib
memberi kehidupan, perawatan atau memelihara orang lain, namu orang itu
dengan sengaja melalaikan kewajiban itu atau menyebabkan atau membiarkan
orang lain itu dalam keadaan tidak tertolong.
15Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
16Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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b. Pasal 305-309 mengenai hal membuang anak (tevondeling ledden)
c. Pasal 531 mengenai orang yang meskipun menyaksikan orang lain dalam bahaya
maut, lalai memberi pertolongan, yang ia dapat memberi tanpa khawatir adanya
bahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain.
Pasal 304 mengenai tiga macam kewajiban, yaitu:
a. Untuk memberi kehidupan orang lain, misalnya kewajiban seorang ayah atau ibu
atau wali terhadap anak atau pupilnya.
b. Untk merawat orang lain, misalnya kewajiban seorang dokter atau juru rawat
untuk merawat orang sakit.
c. Untuk memelihara orang lain, misalnya seseorang cacat (invalide) atau seseorang
gila yang haus dipelihara pada umumnya orang yang tidak dapat memelihara
dirinya sendiri.17
2. Konsep maqa>s}id al-syari>’ah ;
Salah satu komponen penting dalam maqa>s{id al-syari>’ah adalah menjaga
nasab ( keturunan/kehormatan/keluarga). Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa
penelantaraan salah satu anggota keluarga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,
termasuk kekerasan penelantaraan ekonomi. Pasal ini bisa menjadi legitimasi isteri
untuk menuntut suami ke pengadilan dengan berbagai alasan. Dengan mengacu pada
pasal tersebut, seorang isteri bisa saja menyeret suaminya ke pengadilan dengan
alasan suami melarang bekerja mencari nafkah. Padahal, bisa saja suami melarang
isteri bekerja demi kemaslahatan bersama, termasuk di dalamnya menjaga
kehormatan isteri ketika  bekerja di luar dan menjaga kehormatan keluarga.
Karena belum sesuai dengan konsep maqa>s}id, maka pasal tersebut pun harus
dikaji ulang dengan berdasar pada:
17Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia (Cet. III; Jakarta:
Eresco, 1980), h. 93-94.
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a. bagi suami yang berpenghasilan lebih serta sudah mencukupi kebutuhan keluarga,
maka boleh melarang isteri untuk bekerja;
b. isteri yang bekerja setelah terjadinya pernikahan, wajib meminta izin suami; hal
ini berbeda jika isteri telah terikat kontrak sebelum pernikahan;
c. isteri boleh bekerja dengan alasan:
1) suami terhalang dalam mencari nafkah;
2) nafkah suami belum bisa mencukupi kebutuhan;
3) tidak melanggar etika, ketika bekerja;
4) pekerjaan itu sesuai kodrat dan kemampuannya;
d. bagi suami yang melanggar pidana karena tidak memberi nafkah yang
mengakibatkan terlantarnya keluarga, maka denda sebaiknya diberikan ke
keluarga suami (isteri atau anak), bukan kepada negara.
E. Pasal 15 UU PKDRT
1. Undang-Undang;
Setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan
dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas
kemampuan untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan
d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.18
18Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.
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2. Konsep maqa>s}id al-syari>’ah ;
Salah satu komponen penting maqa>s}id al-syari>’ah adalah menjaga ‘aql. ‘aql
bukan hanya bermakna akal tetapi juga bermakna menjaga kebebasan berpikir dan
berpendapat. Keterlibatan orang lain (pihak ketiga) dalam kisruh rumah tangga akan
mengancam kebebasan untuk berpikir ketika terjadi perselisihan. Bukan tidak
mungkin, keterlibatan pihak lain justru juga akan mengancam kehormatan keluarga,
yang pada akhirnya akan mengancam keutuhan keluarga. Begitu banyak kasus atau
contoh yang kita lihat baik lewat media televisi maupun keseharian,
menggambarkan keterlibatan pihak lain dalam kisruh rumah tangga akan semakin
memperumit dan memperkeruh masalah. Masalah yang seharusnya masih bisa
diselesaikan dengan akal pikiran yang jernih serta pendapat yang sehat justru akan
sulit menemukan solusi jika ada pihak lain yang berusaha ikut campur atau bahkan
cenderung memanas-manasi keadaan. Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam
mengemukakan solusi terbaik jika terjadi perselisihan dengan mengutus hakam dari
kedua belah pihak (suami isteri) yang tentunya atas dasar persetujuan keduanya
demi mencari solusi terbaik, bukan dengan melibatkan orang lain, apalagi orang
tersebut hanya tahu, mendengar atau bahkan melihat tapi tidak mengetahui duduk
permasalahan terlibat langsung bahkan ikut membantu melaporkan proses pengajuan
permohonan penetapan perlindungan ke pihak berwajib, dalam hal ini pihak
kepolisian.
Adanya pelaporan dari salah satu pihak ke pihak berwajib, akan
menimbulkan kebencian serta sulit untuk kembali menata rumah tangga karena
merasa harga dirinya sudah jatuh. Maka berdasar hal tersebut, pasal 15 ini harus
dikaji ulang dan dirubah agar perselisihan yang terjadi tetap menemukan solusi
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terbaik serta tidak meninggalkan kebencian jika memang akhirnya harus berpisah.
Namun yang terpenting dalam undang-undang ini adalah tidak adanya pasal yang
mengatur tentang perdamaian sebelum adanya pelaporan. Pengkajian ulang pasal ini
dengan berdasar pada:
a. pihak yang terlibat adalah orang ditunjuk atas persetujuan kedua belah pihak;
b.pihak yang terlibat adalah orang yang tahu dengan jelas duduk
persoalan/permasalahan;
c. pihak yang terlibat terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan keduanya.
Cara mengatasi kemelut rumah tangga, sebaiknya diselesaikan terlebih
dahulu oleh keduanya tanpa melibatkan orang lain, apalagi sampai ke arah
pelaporan. Hal ini bersifat konfrontatif dibandingkan menyelesaikan masalah yang





Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa:
1. Lahirnya Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh maraknya tindak
kekerasan terhadap perempuan terutama di lingkungan domestik (rumah
tangga) yang mayoritas pelaku kekerasan adalah pria (suami) meski tidak
menutup kemungkinan suami bisa menjadi korban. Undang-undang ini
bertujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku
kekerasan serta memelihara keutuhan rumah tangga. Meski pada faktanya,
undang-undang tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan menurunnya
tindak kekerasan dalam rumah tangga yang justru tiap tahun mengalami
peningkatan. Pemahaman dogma agama yang salah, warisan kultur yang keliru
serta beberapa faktor lain yang menjadi penyebab langgengnya kekerasan
dalam rumah tangga. Bentuk- bentuk kekerasan pun variatif, mulai dari
kekerasan ringan, sedang sampai berat, mulai dari cidera ringan, cacat bahkan
meninggal, mulai dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi bahkan seksual.
Undang-undang yang diharapkan menjadi payung pelindung bagi korban justru
cenderung tidak memihak dan memperhatikan nasib korban. Nilai dan rasa
keadilan pun dirasa masih jauh dari harapan. Meski Indonesia bukanlah negara
hukum, tapi hukum Islam merupakan salah satu tolok ukur pemikiran hukum
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positif di Indonesia. Islam, melalui konsep maqa>s{id al-syari>’ahnya memberikan
penawaran pemikiran hukum agar tujuan hukum, yaitu menjaga kemaslahatan
manusia di dunia dan akhirat, benar-benar bisa terwujud. Maqa>s{id al-syari>ah
terbagi pada tiga tingkatan, yaitu; d{aru>riyyah (pokok/primer), yang bila
diabaikan akan menimbulkan bahaya. Ha>jiyyah (sekunder), yang bila diabaikan
tidak akan menimbulkan bahaya, tapi akan menimbulkan kesulitan.
Tah{si>niyyah (tersier), yang bila diabaikan tidak akan menimbulkan bahaya,
atau kesulitan tapi lebih bersifat pelengkap. Masing-masing tingkatan tersebut
mempunyai komponen yang sama, menjaga lima hal, yaitu; menjaga agama,
menjaga jiwa atau diri, menjaga keturunan atau kehormatan, menjaga akal
atau pikiran dan menjaga harta atau kepemilikan.
2. Meski tidak secara keseluruhan, namun ada beberapa pasal yang cenderung
masih kabur dan tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya: pasal 44 yang
mengatur ketentuan pidana kekerasan fisik. Pasal ini tidak menjelaskan lebih
rinci tentang definisi kekerasan fisik dan tidak mengklasifikasi bentuk serta
sanksinya, hingga cenderung menyamakan sanksi kelas ringan dengan sedang.
Pasal 45 yang mengatur ketentuan pidana kekerasan psikis. Pasal ini juga tidak
menjelaskan lebih rinci definisi kekerasan psikis serta tidak mengklasifikasi
sanksi dan bentuk kekerasan psikis. Pasal 8 ayat a yang menyatakan
pemaksaan hubungan seksual akan dikenakan sanksi pidana (pasal 46) penjara
paling lama 12 tahun dan denda tiga puluh enam juta rupiah. Pasal ini menjadi
celah bagi isteri untuk bisa menolak ajakan suami, meski dengan alasan yang
tidak dibenarkan oleh agama. Pasal 9 ayat b yang menyatakan penelantaraan
rumah tangga juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
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ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk
bekerja di luar rumah. Menurut pasal tersebut, suami yang melarang atau
membatasi isteri bekerja di luar rumah dan isteri merasa keberatan, maka
suami bisa dipidanakan. Padahal bisa saja, suami melarang isterinya bekerja
demi kemaslahatan dan kehormatan keluarga. Pasal 15 yang menyatakan
bahwa setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya mencegah,
memberikan perlindungan, memberikan pertolongan darurat dan membantu
proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Pasal ini memberi
peluang orang lain yang belum tentu tahu duduk permasalahan untuk terlibat
dalam kisruh rumah tangga, yang bukan tidak mungkin justru akan semakin
memperkeruh masalah.
3. Sesuai konsep maqa>s}id al-syari>’ah, demi kemaslahatan manusia, maka pasal 44
tentang ketentuan pidana kekerasan fisik mengatur bahwa denda harus
diberikan kepada korban sebagai biaya pengobatan, bila diabaikan, akan
membahayakan jiwa korban. Pasal 45 tentang ketentuan pidana kekerasan
psikis. Meski sanksi kekerasan psikis berdasarkan ta’zi>r, denda pun harus
diberikan kepada korban sebagai bentuk permintaan maaf atas tindakan tidak
menyenangkan sekaligus memberi isyarat berhati-hati untuk menjaga harga
diri serta kehormatan lain. Karena orang akan lebih cenderung melawan bila
merasa harga dirinya dilecehkan daripada dianiaya. Bila diabaikan, akan
menimbulkan kesulitan bagi korban. Pasal 8 ayat a tentang kekerasan seksual
bahwa pemaksaan itu harus disertai alasan yang benar. Suami boleh memaksa
isteri, dengan paksaan yang tidak menyakitkan bila isteri selalu menolak
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dengan alasan yang dibuat-buat. Bila diabaikan, akan membahayakan
kehormatan diri (suami) dan kehormatan keluarga. Pasal 9 ayat b tentang
penelantaraan ekonomi yang menyatakan bahwa suami berhak melarang isteri
bekerja di luar rumah disertai alasan-alasan yang benar, bila diabaikan, akan
membahayakan diri, kehormatan diri dan keluarga. Pasal 15 yang menyatakan
bahwa orang yang bisa terlibat dalam kisruh rumah tangga orang lain haruslah
pihak yang tahu duduk persoalan dan atas persetujuan kedua belah pihak,
bukan pihak yang hanya dengar, tahu bahkan melihat. Bukan pula pihak yang
memberi perlindungan tetapi pihak yang berusaha mendamaikan. Bila
diabaikan, bukan hanya akan membahayakan kehormatan keluarga tetapi juga
menyulitkan kedua belah pihak untuk berpikir dan berpendapat mencari solusi.
B. Implikasi
Jika Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga
yang harmonis, sebagaimana yang termuat dalam pasal 4, maka sebaiknya Undang-
Undang ini dikaji ulang, uji materi. Terutama pasal-pasal yang telah penulis
kemukakan. Sehingga undang-undang tersebut benar-benar bisa membawa
kemaslahatan bagi masyarakat, terutama suami isteri untuk semakin bisa menjaga
keutuhan rumah tangga, membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.
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NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala
bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga,
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat
kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah
perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar
terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancamankekerasan, penyiksaan, atau
perlakuan yang merendahkanderajat dan martabat kemanusiaan;
d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi,
sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap
korban kekerasan dalam rumah tangga;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga;
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Mengingat :
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E,
Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama










Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
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2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan
oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak
pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam
rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan
dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial,
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh
kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk
memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pemberdayaan perempuan.
Pasal 2
(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak;
b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana
dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
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d. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga
tersebut.
(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota





Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:
a. penghormatan hak asasi manusia;




Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
BAB III
LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Pasal 5
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Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang
dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Pasal 6
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang
mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
Pasal 7
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada
seseorang.
Pasal 8
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tangga tersebut;
b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah
tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Pasal 9
(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
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perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
kepada orang tersebut.
(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban





a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat,
lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
perintah perlindungan dari pengadilan;
b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. pelayanan bimbingan rohani.
BAB V
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
Pasal 11
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Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah
tangga.
Pasal 12
(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
pemerintah:
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan
dalam rumah tangga;
c. menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah
tangga;
d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan
dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang
sensitif gender.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
menteri.
(3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pasal 13
Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah
daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:
a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;
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c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program
pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.
Pasal 14
Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah
dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masingmasing, dapat
melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.
Pasal 15
Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam
rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya
untuk:
a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. memberikan perlindungan kepada korban;
c. memberikan pertolongan darurat; dan




(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui
atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera
memberikan perlindungan sementara pada korban.
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(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian
perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta
surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
Pasal 17
Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan
tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani
untuk mendampingi korban.
Pasal 18
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk
mendapat pelayanan dan pendampingan.
Pasal 19
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima
laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 20
Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan;
dan
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.
Pasal 21
(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:
a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
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b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et
repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang
memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.
(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana
kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Pasal 22
(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi
korban;
b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan
perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari
pengadilan;
c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban
dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
Pasal 23
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:
a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkanseorang atau
beberapa orang pendamping;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan
pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap
memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
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c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa
aman didampingi oleh pendamping; dan
d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.
Pasal 24
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan
mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada
korban.
Pasal 25
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:
a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak
korban dan proses peradilan;
b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam
sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan
kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan
pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
Pasal 26
(2) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga
kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
perkara.
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(3) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di
tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
Pasal 27
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali,
pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 28
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan
bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.
Pasal 29
Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:
a. korban atau keluarga korban;
b. teman korban;
c. kepolisian;
d. relawan pendamping; atau
e. pembimbing rohani.
Pasal 30
(1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
(2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri
setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
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(3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman
korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban
harus memberikan persetujuannya.
(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.
Pasal 31
(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan
untuk:
a. menetapkan suatu kondisi khusus;
b.mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama
dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.
Pasal 32
(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum
berakhir masa berlakunya.
Pasal 33
(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib
mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial,
relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
Pasal 34
(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat
menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
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(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan
wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenagakesehatan, pekerja
sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.
Pasal 35
(2) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa
surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah
perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi
itu bertugas.
(3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam.
(4) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 36
(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap
pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah
perlindungan.
(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan
penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam.
Pasal 37
(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara
tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.
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(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua
puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di
tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga
terjadi.
Pasal 38
(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah
perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka
Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang
isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.
(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling
lama 30 hari.









c. relawan pendamping; dan/atau
d. pembimbing rohani.
Pasal 40
(1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
(2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan
dan merehabilitasi kesehatan korban.
Pasal 41
Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan
pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan
dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.
Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan
pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
Pasal 43
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama





(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00
(lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga
puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta
rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pasal 45
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah
tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00
(sembilan juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami
terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
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untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau
denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)
tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan
hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47
mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh
sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya
selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,
gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya
alat reproduksi, dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit
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Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1);
b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan
pidana tambahan berupa:
a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari
korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari
pelaku;
b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga
tertentu.
Pasal 51
Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4)
merupakan delik aduan.
Pasal 52




Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang




Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan
menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-undang ini.
Pasal 55
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu




Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan
menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
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